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IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG
KOLAK II KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH
TENGAH

FAHRANI WILDANI RANGKUTI
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ABSTRAK

Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018
tentang pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori
implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini terlihat
dari komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, rendahnya
kesadaran masyarakat, serta koordinasi dan pengawasan yang belum maksimal.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya dari pemerintah dan partisipasi
masyarakat agar pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pengelolaan persampahan, Qanun,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan
menjadi tantangan banyak daerah di indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh
Tengah. Meningkatnya variasi jenis sampah yang dihasilkan setiap hari
dipengaruhi langsung oleh peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan
pola konsumsi masyarakat. Sampah dapat menimbulkan efek negatif apabila
tidak dikelola dengan baik, termasuk pencemaran lingkungan, gangguan
kesehatan masyarakat, dan penurunan estetika lingkungan.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah
menetapkan Qanun nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan,
Undang-undang ini mengatur seluruh aspek pengelolaan sampah domestik secara
terpadu berkelanjutan, mulai dari pengurangan (misalnya dengan prinsip 3R:
Reduce, Reuse, Recycle) hingga penanganan sampah (pengumpulan,
pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir). Undang-undang ini juga
mencakup ketentuan terkait hukum, kelembagaan, teknologi, aspek sosial, dan
pembiayaan terkait sampah.

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di
Provinsi Aceh sebagai pelaksanaan dari kekhususan dan keistimewaan yang
dimiliki daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks hukum nasional, Qanun memiliki

kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah (Perda), namun memiliki



kekhasan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai syariat islam yang menjadi
dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Di Kabupaten Aceh Tengah, keberadaan Qanun memiliki arti penting tidak
hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengatur
tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai islam dan kearifan lokal
Gayo. Melalui Qanun, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan
pembangunan dan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan serta karakteristik
masyarakat setempat. Misalnya, dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya,
Qanun menjadi acuan untuk menjaga ketertiban, memperkuat moralitas
masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai adat yang selaras dengan ajaran islam.

Selain itu, pelaksanaan Qanun nomor 1 tahun 2018 juga berkaitan erat dengan
upaya pemerintah dalam mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan
(sustainable development goals/ SDGs) pada tujuan yang ke 11 yaitu kota dan
permukiman yang berkelanjutan serta tujuan ke 12 tentang konsumsi dan
produksi yang bertanggung jawab. Pengelolaan persampahan yang efektif di
tingkat kampung merupakan bagian penting dari pembangunan berwawasan
lingkungan yang menekankan pada pengurangan limbah dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Endang dan Neni (2023) tentang
Analisis Sistem Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana Sanitasi Pasar Paya
Ilang Kecamatan Bebesen disimpulkan bahwa sistem pengumpulan sampah yang
dilakukan pedagang di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh

Tengah tidak memenuhi syarat sebanyak dengan presentase sebesar 67,6%.



Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan petugas kebersihan di Pasar Paya
Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi syarat
sebanyak dengan presentase 83,3%. Sistem pembuangan sampah ke TPA yang
dilakukan petugas kebersihan di Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten
Aceh Tengah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 50,0%. Sarana dan Prasarana
Sanitasi Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak
memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI No
519/Menkes/SK/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat dan dari
57 elemen yang ditetapkan Kepmenkes hanya 17 elemen yang dapat di terapkan
di pasar tersebut.

Praktik implementasi Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
pengelolaan sampah di Aceh Tengah berjalan dengan melibatkan peran aktif
pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah telah menginstruksikan setiap
desa untuk mengatur pengelolaan sampah secara terorganisir dengan fokus pada
pemilahan sampah sejak dari sumbernya, pengumpulan yang teratur, hingga
pengolahan sampah dengan metode ramah lingkungan seperti komposting untuk
sampah organik. Sosialisasi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat
memahami pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai Qanun, serta terdapat
mekanisme penegakan aturan berupa sanksi bagi yang melanggar. Pembakaran
sampah secara terbuka tidak dianjurkan dan lebih dihindari dalam praktik guna
menjaga lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan upaya terpadu antara edukasi,

pengelolaan teknis, dan regulasi yang dijalankan di Aceh Tengah.



Pelaksanaan Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Sampah didukung oleh pemerintah kabupaten, khususnya Bupati Aceh Tengah
yang menginstruksikan seluruh desa untuk membuat peraturan daerah (Perdes)
terkait pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Pemerintah
desa bertugas menyusun dan menegakkan aturan serta mengelola retribusi
sampah secara transparan. Selain pemerintah, masyarakat aktif memilah sampah
dan tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil penelitian menurut (Tuuk et al: 2023) hasil penelitian ini
mengungkapkan bahwa penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Buha menimbulkan berbagai masalah, baik yang langsung maupun tidak
langsung, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Dampak
langsung dari pengelolaan sampah yang kurang tepat meliputi berbagai kendala,
seperti terciptanya lingkungan yang tidak nyaman akibat bau tidak sedap,
pemandangan yang tidak rapi karena sampah tersebar di mana-mana, serta
gangguan kesehatan seperti timbulnya rasa gatal pada masyarakat sekitar. TPA
merupakan lokasi khusus untuk membuang sampah yang sudah tidak aktif dapat
diproses lebih lanjut

Beberapa kelompok, seperti PKK, camat, puskesmas, kader posyandu, hingga
TNI dan Polri, turun langsung ke rumah-rumah warga untuk sosialisasi tentang
sampah. Selain itu, mitra seperti PLTA Peusangan dan sejumlah bank syariah
memberikan bantuan dengan fasilitas dan dana pengelolaan sampah.

Keberhasilan qanun tersebut dalam mengatasi masalah sampah secara



berkelanjutan di Aceh Tengah bergantung pada kerja sama antara pemerintah,
masyarakat, dan mitra ini.

Beberapa jenis peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dalam
pengelolaan sampah adalah:

a) Peraturan daerah yang berisi ketentuan umum tentang pengelolaan

kebersihan yang berlaku untuk masyarakat.

b) Peraturan daerah yang mengatur pembentukan institusi resmi.

c) Peraturan daerah yang menentukan struktur tarif dan besarnya biaya dasar

untuk pengelolaan kebersihan.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan
persampahan mengatur bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di Kabupaten
Aceh Tengah. Qanun ini menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk
menangani, mengurangi, dan mengendalikan sampah untuk menciptakan
lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, prosesnya dilakukan secara
menyeluruh dengan melibatkan berbagai elemen dari pemerintah daerah dan
masyarakat, seperti pengumpulan, transportasi, pemilahan, pengolahan, dan
pembuangan akhir sampah.

Pada pasal 13 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah kampung dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pemerintah kampung juga berwenang
untuk menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah
kampungnya. Dan pada pasal 14 dijelaskan tentang kewajiban pemerintah
kampung dalam pengelolaan sampah, berkewajiban menyediakan sarana dan

prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan sampah, pemerintah



kampung juga wajib menyediakan TPS di lokasi yang telah ditentukan agar
masyarakat dapat membuang sampah dengan tertib dan tidak sembarangan.
Selanjutnya pada pasal 22 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sampah. Kemudian pada pasal 42 mengatur mengenai pungutan retribusi
pelayanan persampahan atau kebersihan.

Berdasarkan “Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Aceh Tengah”, pengelolaan sampah
adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, serta pemulihan kembali sampah agar dapat mengurangi dampak
negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penenelitian menurut (Ompusunggu et al:
2025) dalam jurnal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya
Terhadap Kesehatan Keluarga, penumpukan sampah berpotensi menjadi tempat
berkembang biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus, sekaligus
menyebabkan pencemaran pada tanah dan air yang akhirnya menurunkan mutu
lingkungan hidup keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan
pendidikan, penegakan aturan, serta penerapan prinsip 3R (Mengurangi,
Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang) secara berkelanjutan guna
mengurangi dampak buruk sampah rumah tangga terhadap kesehatan keluarga.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian menurut (Isnaini & Nur: 2024) dalam
jurnal Strategi Pengelolaan Sampah 3R di Desa Trawas Kecamatan Trawas

Kabupaten Mojokerto, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan



strategi pengelolaan sampah berbasis 3R di Desa Trawas, jika dilihat dari sisi
tujuan, masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana yang lebih memadai
agar proses pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal. Dari sisi
lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, semua pihak sudah
terlibat dan memiliki peran yang penting dalam mendukung jalannya program 3R
tersebut. Untuk aspek pengarahan, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih
sering agar masyarakat semakin memahami bagaimana proses pengelolaan
sampah dilakukan. Sementara itu, dari sisi tindakan, koordinasi yang dilakukan
antar pihak dinilai sudah berjalan dengan baik dan efektif. Sedangkan dari sisi
pembelajaran, kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan juga sudah
sesuai dan membantu menilai sejauh mana keberhasilan program 3R di desa
tersebut.

Sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat dapat
membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan
baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, pemerintah dan masyarakat masing-masing bertanggung jawab. dalam
mengelola sampah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan
Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan untuk mengatur
sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan mulai dari pengurangan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.

Namun, sejak Qanun tersebut ditetapkan banyak masalah telah muncul ini
termasuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA), yang buruk, kekurangan sarana dan prasarana untuk



mengelola dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah
secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pelaksana
kebijakan yang telah dibuat, oleh karena itu pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Aceh Tengah sangat
penting mengetahui seberapa efektif kebijakan ini telah diterapkan, serta kendala
yang dihadapi, seperti sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang
belum memenuhi syarat, sarana dan prasarana sanitasi pasar yang belum
memadai, penegakan aturan, izin, dan kemitraan yang lemah, dan peningkatan
volume dan karakteristik sampah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik dengan judul
“Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Persampahan Di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten
Aceh Tengah''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Persampahan di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen

Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor
1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di kampung (Blang

Kolak IT) Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah



2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Qanun

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung
Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Untuk mengetahui peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan

Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Sebagai sumber pengetahuan dan referensi bagi masyarakat serta pihak
terkait mengenai pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan, sehingga dapat
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan di Kampung Blang Kolak II

Sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya tentang pelaksanaan
Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Persampahan di Kampung Blang Kolak 11 Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah

Sabagai bahan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat Blang Kolak Il dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar
sesuai dengan ketentuan Qanun, sehingga tercipta lingkungan yang

bersih, sehat, dan sesuai nilai-nilai syariat islam.



BAB 11
URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan bagian yang sangat penting untuk mewujudkan
sebuah gagasan. Baik individu maupun pihak pemerintah harus menerapkan atau
menjalankan suatu ide agar tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Proses
implementasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bidang tanpa batasan
tertentu. Karena itu, ketika sebuah program ingin diimplementasikan, perlu ada
persiapan yang matang terhadap segala kebutuhan yang akan dihadapi dilapangan
(Dewi: 2022).

Menurut usman (Miftakhu: 2019) implementasi pada dasarnya berkaitan
dengan aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam suatu sistem. Implementasi
bukan hanya sekadar melakukan sesuatu, tetapi merupakan kegiatan yang sudah
direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat
dipahami bahwa implementasi adalah kegiatan yang benar-benar disiapkan dan
dijalankan dengan sunggu-sungguh berdasarkan aturan atau acuan tertentu agar
tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Karena itu, implementasi tidak berjalan
sendiri, tetapi ikut dipengaruhi oleh berbagai faktor atau objek lain yang terkait.

Selanjutnya menurut Syaukani dalam (Mamonto et al: 2018) implementasi
merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan
kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil
sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan ini meliputi beberapa hal, yaitu

pertama, mempersiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang menjadi

10
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penjabaran dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya yang
diperlukan untuk menjalankan implementasi, termasuk fasilitas, dana, dan
penentuan pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Ketiga, menerapkan
kebijakan secara nyata di masyarakat.

Dari penyataan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah
tahap penting yang mengubah kebijakan yang telah dirancang menjadi tindakan
nyata, proses ini melibatkan penyusunan aturan pendukung, pengadaan sumber
daya, serta penerapan langsung di masyarakat agar tujuan kebijakan dapat
tercapai secara efektif.

2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan strategis yang mengatur pemanfaatan dan
pembagian sumber daya untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan ini lahir
dari interaksi kompleks antara beragam gagasan, ideologi, dan kepentingan yang
merefleksikan dinamika politik dalam suatu negara (Rizky & Mahardika: 2023).

Menurut Carl Friedrich (Fitri: 2017), kebijakan dapat dipahami sebagai suatu
tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diajukan oleh
seseorang, sekelompok orang, atau pemerintah dalam kondisi atau lingkungan
tertentu. Tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
hambatan yang ada, sambil mencari peluang yang memungkinkan agar tujuan
sasaran yang diinginkan tercapai.

Kemudian menurut (Nurholis et al: 2022), kebijakan merupakan istilah yang
berasal dari kata policy dalam bahasa inggris. Policy dapat dimaknai sebagai

rencana kegiatan atau pernyataan yang berisi tujuan-tujuan yang diusulkan atau
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diterapkan oleh pemerintah maupun partai politik. Selain itu, kebijakan juga
dapat berarti dokumen tertulis seperti kontrak penjamin atau penyataan resmi.
Dengan demikian, kebijakan mencakup berbagai bentuk perencanaan, tujuan,
dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, atau
lembaga lainnya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan
atau tindakan yang dibuat secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu demi
kepentingan masyarakat. Kebijakan terbentuk dari proses politik yang
melibatkan berbagai gagasan dan kepentingan, lalu diwujudkan dalam bentuk
rencana, tindakan nyata, atau dokumen resmi.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan yang melibatkan
berbagai aspek, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, termasuk cara orang
memandang kebijakan tersebut dan harapan yang mereka miliki. Ada banyak hal
yang ikut mempengaruhi jalannya implementasi, bahkan faktor-faktor yang
berada di luar pelaksana kebijakan dan masyarakat juga bisa berpengaruh. Proses
implementasi ini lebih menekankan pada hal-hal teknis dan bukan pada kegiatan
politik yang biasanya diukur dari suara atau dukungan masyarakat. Keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan merupakan hasil dari kerja semua
pihak yang terlibat, termasuk peran masyarakat di dalamnya (H & Jusri: 2021).

Menurut (Adella & Rizky: 2023) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup peranannya sebagai

instrumen dalam administrasi hukum sekaligus dianggap sebagai suatu fenomena
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yang kompleks, baik sebagai proses maupun hasil dari penerapan kebijakan
tersebut.

Selanjutnya menurut Nugroho dalam (Silitonga: 2018), implementasi
kebijakan pada dasarnya merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan agar
tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua cara yang
dapat ditempuh, yaitu dengan melaksanakan kebijakan tersebut melalui berbagai
program konkret, atau merumuskan kebijakan turunan (derivatif) sebagai tindak
lanjut dari kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
adalah proses penting yang melibatkan tindakan nyata untuk menjalankan
kebijakan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberhasilannya dipengaruhi
banyak faktor serta membutuhkan langkah nyata, baik melalui program langsung
maupun kebijakan turunan.

2.4 Teori implementasi kebijakan

Pada tahap inilah proses implementasi menjadi sangat penting, karena
melalui pelaksanaan yang baik sebuah kebijakan dapat benar-benar memberikan
dampak sesuai yang diharapkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering
kali dipengaruhi oleh kondisi lapangan, kemampuan pelaksana, serta berbagai
faktor lain yang ikut menentukan apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan atau
tidak. Oleh karena itu, teori atau model implementasi dibutuhkan sebagai
pedoman untuk melihat bagaimana kebijakan diterapkan dan apa saja yang

mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu model yang banyak digunakan untuk
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memahami proses ini adalah model yang dikembangkan oleh Edward III

menurut (Amane et al: 2024), diantaranya:

a) Komunikasi (Communication)
Komunikasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, terutama
komunikasi yang dijalankan oleh para pihak yang terlibat. Ketika pemerintah,
lembaga swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya mampu berkomunikasi
dengan baik, maka tujuan, langkah pelaksanaan, dan harapan dari kebijakan
tersebut bisa dipahami dengan jelas. Dengan begitu, proses implementasi
kebijakan dapat berjalan lancar.

b) Sumberdaya (Resource)
Adapun elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi
sumberdaya manusia, sumberdaya material, sumberdaya material, dan
sumberdaya metode. Diantara ketiga sumber daya tersebut, sumber daya
manusia memiliki peran paling sentral, karena tidak hanya menjadi pelaksana
kebijakan, tetapi juga objek dari kebijakan itu sendiri.

c¢) Disposisi atau Sikap Pelaksana (Dispotition or Attitudes)
Disposisi atau sikap merupakan kemauan dan sikap pelaku kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan tercapai. Sikap
ini muncul jika pelaku merasa kebijakan menguntungkan organisasi dan
dirinya, serta didukung oleh pengetahuan yang mendalam. Dalam
pelaksanaan, disposisi implementator meliputi tiga aspek: respon terhadap
kebijakan, pemahaman kondisi kebijakan, dan instansi preferensi nilai yang

dimiliki.
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d) Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure)
Struktur birokrasi, mulai dari susunan organisasi, aturan kerja,, hingga
kebiasaannya sehari-hari, ikut menentukan bagaimana sebuah kebijakan
dijalankan. Jika strukturnya rapi, efisien, dan mudah menyesuaikan diri,
maka kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika birokrasi
terlalu kaku dan lambat, proses pelaksanaannya bisa terhambat karena sulit
beradaptasi dengan perubahan atau tantangan. Selain itu, budaya kerja yang
mendorong inovasi, kerja sama, rasa tanggung jawab juga sangat membantu

agar birokrasi dapat penjalankan kebijakan dengan lebih maksimal.

2.5 Deskriptif Pengelolaan Sampah

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dibagi menjadi
beberapa jenis. Pertama, sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari
aktivitas sehari-hari di dalam rumah, kecuali tinja dan sampah yang bersifat
khusus. Kedua, sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga, yaitu sampah
dari tempat seperti kawasan komersial, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial,
dan area lainnya. Ketiga, ada sampah spesifik, seperti sampah yang mengandung
bahan berbahaya dan beracun, sisa bencana, puing bangunan, sampah yang
belum bisa diolah dengan teknologi yang ada, atau sampah yang muncul tidak

secara rutin.

Menurut (Simatupang et al: 2021) sampah berasal dari berbagai aktivitas
manusia dan menjadi salah satu tantangan lingkungan. Dampak dari sampah tidak

hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia,
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seperti menyebabkan pencemaran, kematian tumbuhan dan hewan, serta
penyakit yang disebabkan oleh organisme pembawa penyakit. Untuk mengurangi
masalah ini, salah satu cara yang efektif adalah dengan memilah sampah

berdasarkan jenisnya.

Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik bisa minumbulkan
berbagai dampak buruk bagi kesehatan manusia, lingkungan, hingga kehidupan
sosial dan budaya masyarakat. Masalah yang muncul bisa berupa pemandangan
yang kotor, bau menyengat, dan munculnya tempat berkembang biaknya
serangga atau hewan yang dapat membawa penyakit, seperti penyebab demam
termasuk pasar, sangat berisiko menjadi sumber penularan penyakit karena
menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dan menghasilkan banyak sampah

setiap hari (Yuliah: 2020).

Berdasarkan penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sampah berasal dari
berbagai aktivitas manusia dan memiliki beberapa jenis, sehingga perlu dikelola
dengan benar. Jika pengelolaannya buruk, sampah dapat mencemari lingkungan,
menimbulkan penyakit, dan membahayakan kesehatan, terutama di tempat umum
seperti pasar. Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah yang tepat sangat

penting untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.
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2.6 Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang
mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Qanun ini mencakup
sejumlah aspek penting terkait pengelolaan sampah dengan tujuan menjaga
kebersihan dan kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

Isi utama Qanun ini meliputi ketentuan umum yang menjelaskan cakupan
dan definisi terkait pengelolaan sampah, asas dan tujuan pengelolaan sampah
yang berorientasi pada perlingdungan lingkungan, serta ruang lingkup
pengelolaan sampah yang melibatkan peran pemerintah kabupaten, pemerintah
kampung, dan masyarakat. Qanun ini juga mengatur jenis-jenis sampah, tugas dan
kewenangan pemerintah kabupaten serta kampung dalam pengelolaan sampabh,
serta hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Qanun menetapkan tata cara perizinan pengelolaan sampah,
mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong partisipasi aktif dari
berbagai pihak, serta pengaturan pembiayan dan kompensasi terkait pengelolaan
sampah. Retribusi pelayanan persampahan juga diatur secara jelas, termasuk
larangan dalam pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan. Dalam ganun ini
pun diatur mekanisme penyelesaian sengketa, pembinaan, pengawasan, serta
sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar aturan tersebut.

Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak dasar yang harus
dimiliki oleh seluruh warga Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di

Kabupaten Aceh Tengah, pertumbuhan jumlah penduduk disertai perubahan pola
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konsumsi masyarakat menyebabkan adanya peningkatan pada volume, jenis, dan
karakteristik sampah yang perlu dikelola dengan tepat dan bertanggung jawab.
Dan untuk menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, serta merujuk pada pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara
sistematis dan sesuai aturan yang berlaku.

Qanun ini dibuat dengan maksud memberikan dasar hukum yang kuat bagi
pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayahnya.
Dengan adanya aturan ini, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terstruktur
dan terarah sesuai kebutuhan daerah. Adapun tujuan utama dari penetapan Qanun
ini meliputi beberapa hal penting.

1) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperbaiki

kualitas lingkungan lingkungan hidup di daerah agar tercipta lingkungan

yang bersih dan aman.

2) Untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai guna

mengurangi limbah serta mendukung pengelolaan sampah yang
berkelanjutan.
3) Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menangani
pengelolaan sampah, sehingga tercipta kolaborasi antara pemerintah dan
warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di daerah.
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Qanun Aceh Tengah Nomor

1 Tahun 2018 menjadi dasar hukum penting untuk mengatur pengelolaan sampah
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secara sistematis di daerah tersebut, dengan tujuan utama menjaga kebersihan,
meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan sampah sebagai
sumber daya yang bernilai. Qanun ini menekankan peran aktif pemerintah,
kampung, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendorong

kolaborasi untuk menciptakan linukungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif
dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
untuk menggambarkan keadaan sebenarnya secara jelas. Data dianalisis secara
kualitatif dengan fokus pada pemahaman makna dan pola dari kata-kata serta
perilaku yang diamati. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran
yang mendalam tentang fenomena yang di teliti.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan temuan-
temuan yang tidak bisa didapat melalui perhitungan angka, statistik, atau teknik
pengukuran lainnya. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman yang
mendalam terhadap suatu fenomena, perilaku, atau kejadian melalui pengamatan,
wawancara, dan penelusuran langsung. Pendekatan ini membantu peneliti
melihat suatu masalah secara lebih ruas dan rinci, karena fokusnya bukan pada
angka, tetapi pada makna, pengalaman, serta proses yang terjadi di lapangan.

Menurut Bodgan dan Taylor (Murdiyanto: 2020), metodologi kualitatif
adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata,
baik yang ditulis maupun diucapkan oleh orang yang diteliti, serta perilaku yang
mereka tunjukkan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alami dan bersifat
menggali atau menemukan sesuatu. Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi alat
utama penelitian, sehingga peneliti harus memiliki pengetahuan dan wawasan

yang cukup agar mampu bertanya, memahami, menganalisis, dan menyusun
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kembali informasi yang diperoleh agar lebih jelas. Penelitian kualitatif lebih
fokus pada makna dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam konteks
penelitian.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian ini karena penulis
mengambil judul tentang Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual, dikenal juga sebagai kerangka konsep, merupakan suatu
struktur pemikiran yang berfungsi untuk menjabarkan hubungan antar konsep
secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran atau ilustrasi
berupa asumsi yang mengaitkan variabel-variabel yang akan dianalisis dalam
penelitian, dalam. Berikut ini adalah kerangka konsep penelitian yang penulis

susun.

Implementasi menurut Undang-Undang Implementasi Qanun Aceh Tengah
Nomor 18 Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2018

\ 4

\ 4

Efektivitas Pengelolaan Sampah di o
Komunikasi
Kampung Blang Kolak II
A
'
Partisipasi Masyarakat Sumber Daya

A

v
Disposisi atau
Sikap Pelaksana

Struktur Birokrasi |«

Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian
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3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini mencakup:

a.

Implementasi adalah tahap penting yang mengubah kebijakan yang
telah dirancang menjadi tindakan nyata, proses ini melibatkan
penyusunan aturan pendukung, pengadaan sumber daya, serta
penerapan langsung di masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai
secara efektif.

Kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang dibuat secara sadar
untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.
Kebijakan terbentuk dari proses politik yang melibatkan berbagai
gagasan dan kepentingan, lalu diwujudkan dalam bentuk rencana,
tindakan nyata, atau dokumen resmi.

Implementasi kebijakan adalah proses penting yang melibatkan
tindakan nyata untuk menjalankan kebijakan agar tujuan yang
diinginkan tercapai. Keberhasilannya dipengaruhi banyak faktor serta
membutuhkan langkah nyata, baik melalui program langsung maupun
kebijakan turunan.

Sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia dan memiliki beberapa
jenis, sehingga perlu dikelola dengan benar. Jika pengelolaannya buruk,
sampah dapat mencemari lingkungan, menimbulkan penyakit, dan
membahayakan kesehatan, terutama di tempat umum seperti pasar.

Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah yang tepat sangat
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penting untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan
lingkungan.

e. Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 menjadi dasar hukum
penting untuk mengatur pengelolaan sampah secara sistematis di daerah
tersebut, dengan tujuan utama menjaga kebersihan, meningkatkan
kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber
daya yang bernilai. Qanun ini menekankan peran aktif pemerintah,
kampung, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendorong
kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan
berkelanjutan.

3.4 Kategorisasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan
menurut Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama. Adapun kategorisasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

1) Aspek Komunikasi, dianalisis bagaimana pesan kebijakan mengenai
pengelolaan sampah disampaikan dari pemerintah daerah kepada
aparatur pelaksana dan masyarakat. Kategorisasi ini membantu melihat
apakah instruksi mengenai kewajiban pedagang, mekanisme
pengumpulan sampah, serta penegakan aturan sudah diterima secara jelas
atau justru masih membingungkan dan belum dipahami dengan baik oleh

pihak yang menjalankannya.
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2) Aspek Sumber Daya, mencakup kemampuan aparatur, ketersediaan
petugas kebersihan, fasilitas seperti armada angkut, tempat
penampungan sementara, hingga dukungan anggaran. Dengan
mengelompokkan berbagai elemen ini ke dalam satu kategori, dapat
terlihat sejauh mana kapasitas pemerintah daerah mendukung
terlaksananya Qanun tersebut.

3) Aspek Disposisi (sikap pelaksana), dianalisis sikap, komitmen, dan
kemauan para pelaksana serta masyarakat dalam mendukung kebijakan
pengelolaan sampah. Melalui kategorisasi ini, peneliti dapat
membedakan antara kendala teknis dan sikap, sehingga mudah
diidentifikasi apakah hambatan lebih bersifat perilaku atau administrasi.

4) Aspek Struktur Birokrasi, menyoroti alur kerja, SOP, pembagian tugas
antar-instansi, hingga koordinasi antarunit pelaksana. Dengan
mengelompokkan semua aspek kelembagaan ke dalam kategori ini,
peneliti  dapat memahami apakah struktur organisasi sudah
mempermudah atau justru memperlambat proses implementasi ganun.

Selain itu, penelitian ini meninjau bagaimana Qanun Aceh Tengah Nomor 1

Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan dijalankan dilapangan. Analisis
dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih
menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.
3.5 Informan

Narasumber dalam konteks penelitian adalah individu yang mampu

memberikan keterangan secara lisan mengenai hal yang ingin dicari melalui
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proses wawancara, ataupun melalui jawaban tertulis dalam buku angket. Namun,
tidak tertutup kemungkinan seorang informan tidak mengungkapkan seluruh
informasi yang dimilikinya. Karena itu peneliti perlu cermat dalam memperoleh
data dengan cara membangun rasa percaya, menciptakan hubungan yang baik,
serta bekerja sama dengan subjek penelitian, sambil tetap mempertahankan sikap
kritis dan kemampuan analisis. Peneliti juga dituntut memahami karakter
informan secara lebih mendalam dan memilih orang yang benar-benar dapat
diandalkan untuk memberikan data yang tepat dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian tentang implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Paya Ilang, Kampung Blang Kolak II,
informan dipilih dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam
pelaksanaan kebijakan kebersihan dan pengelolaan sampah, yaitu:

1) Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang
bertugas mengelola kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan sistem
persampahan daerah

2) Pengelola unit persampahan di wilayah Paya Ilang, yaitu pihak yang
memiliki tanggung jawab langsung dalam menerapkan aturan kebersihan
serta mengatur proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan
sampah di kawasan tersebut

3) Petugas operasional persampahan, yakni tenaga yang bertugas langsung
di lapangan dan memahami kondisi riil pengelolaan sampah, termasuk

berbagai tantangan dan efektivitas penerapan kebijakan persampahan
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4) Aparatur Kampung Blang Kolak II, yang beperan dalam mendukung
pelaksanaan Qanun melalui koordinasi antara masyarakat dan pihak pasar
5) Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Paya Ilang dan Blang
Kolak II, yaitu kelompok warga yang dapat memberikan penilaian
mengenai bagaimana pengelolaan sampah dijalankan serta dampaknya
terhadap kondisi lingkungan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat
sekitarnya

6) Tokoh adat / tokoh agama di kampung Blang Kolak II, yang berperan
dalam memberikan penilaian dan keterangan mengenai norma, nilai, dan
praktik sosial keagamaan yang mempengaruhi perilaku pengelolaan
sampah di pasar paya ilang serta peran mereka dalam membentuk
kesadaran dan upaya penyelesaian masalah sampah di masyarakat sekitar

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menjadi salah satu tahapan penting dalam suatu
penelitian karena berpengaruh terhadap ketepatan serta kualitas informasi yang
diperoleh. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara semi terstruktur. Metode ini dilaksanakan dengan memanfaatkan
pedoman pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sebagai acuan dalam
proses wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan kepada informan yang telah
ditetapkan guna memperoleh informasi secara lebih mendalam, namun tetap
memberi ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dengan situasi yang

ditemui di lapangan. Dengan menggunakan teknik tersebut, data yang diperoleh
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diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas serta dapat digunakan
sebagai dasar dalam proses analisis penelitian.
3.7 Teknik Analisis Data

Analisis kategorisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses
analisis data pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan
pengolahan data dengan cara menata, memilih, serta memusatkan perhatian pada
informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari
lapangan pada umumnya masih bersifat luas dan tidak terstruktur, sehingga perlu
disederhanakan dan diorganisasikan agar lebih mudah dipahami serta dianalisis.
Proses ini bertujuan untuk mengubah data awal yang masih mentah menjadi
informasi yang lebih sistematis sehingga dapat membantu peneliti dalam
memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian kualitatif, data biasanya diperoleh dari berbagai sumber,
seperti hasil wawancara, catatan observasi, dokumen, maupun bentuk narasi
lainnya. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis melalui proses
pengelompokkan berdasarkan kesamaan makna atau tema tertentu. Melalui
proses tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta
kecenderungan yang muncul dari data yang diperoleh sehingga dapat digunakan
sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan peneliti.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu
pengumpulan data, pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, analisis
terhadap setiap kategori, serta penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah

dianalisis. Pada tahap pengelompokan, data yang memiliki kesamaan makna atau
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berkaitan dengan fokus penelitian dimasukkan ke dalam kategori yang sama.
Selanjutnya, setiap kategori dianalisis untuk mengetahui informasi yang penting
yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan
seluruh data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Data tersebut kemudian diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa
kategori yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Pemahaman yang
lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis dari
masing-masing kategori dirangkum dan disusun secara sistematis sehingga
menghasilkan kesimpulan umum yang menggambarkan hasil penelitian secara
keseluruhan (Miles et al: 2018).

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tahap pengajuan judul hingga pelaksanaan
dan penyelesaian penelitian yang direncanakan sampai bulan april dengan lokasi
utama di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh
Tengah, khususnya di area Pasar Paya Ilang. Fokus penelitian adalah pada
pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan,
dengan tujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana kebijakan tersebut
diterapkan di lapangan serta menilai seberapa efektif kebijakan ini dalam

meningkatkan pengelolaan sampah di masyarakat sekitar.
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3.9 Sistematika Penulisan

BAB 1

BAB I

BAB III

BAB IV

BABV

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat

penelitian.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang implementasi, kebijakan,
implementasi kebijakan, teori implementasi
kebijakan, deskriptif pengelolaan sampah, dan Qanun

Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018.

: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis penelitan, kerangka konsep,
definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan

lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMB AHASAN

Bab ini berisi tentang analisis hasil wawancara dengan

informan dan pembahasan

: PENUTUP

Bab ini memaparkan Kesimpulan dan saran dari

penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik
wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab. yang dilakukan secara
langsung atau tatap muka antara peneliti sebagai pewawancara dengan responden
atau informan yang menjadi sumber informasi. Melalui metode ini, peneliti dapat
memperoleh data yang lebih mendalam serta memahami secara langsung
pandangan dan pengalaman informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, peneliti terlebih dahulu menyusun sejumlah
pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator-indikator penelitian. Pertanyaan
tersebut kemudian diajukan kepada masing-masing narasumber untuk menggali
informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses wawancara ini dilakukan
secara sistematis agar data yang diperoleh lebih akurat, jelas, dan sesuai dengan
kebutuhan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dipilih karena dinilai mampu membantu
peneliti dalam memperoleh informasi yang lebih efektif, terutama yang berkaitan
dengan pengalaman, pandangan, serta penjelasan langsung dari para narasumber
mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan

mendukung analisis dalam penelitian ini.
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4.2 Deskripsi hasil wawancara berdasarkan kategorisasi
4.2.1 Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan proses
penyampaian informasi, arahan, dan penjelasan dari pemerintah kepada pihak
yang melaksanakan kebijakan maupun kepada masyarakat. Komunikasi ini
bertujuan agar isi kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang
terlibat.
4.2.1.1 Sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan

pelaksana Kebijakan di Lapangan

Sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di
lapangan merupakan kegiatan pengumpulan informasi serta pemahaman
mengenai aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas
Lingkungan Hidup, melalui pertemuan dengan aparatur kampung, tokoh
masyarakat, serta warga setempat.

Berikut matriks jawaban tentang “B.agaimana proses sosialisasi Qanun Nomor

1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan”.
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No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

Al — Thsan Salam,
S.H / Staf Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH) Kab. Aceh
Tengah

Beliau mengatakan proses sosialisasi Qanun
Nomor 1 Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tengah
tentang  pengelolaan  persampahan  kepada
masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan
belum dijelaskan secara rinci dalam hasil temuan.
Namun, pada umumnya sosialisasi peraturan
daerah dilakukan melalui beberapa tahapan.
Pemerintah daerah menyebarluaskan informasi
melalui media massa, website resmi pemerintah,
dan media sosial agar masyarakat mengetahui isi
kebijakan tersebut. Selain itu, dilakukan pelatihan
dan penyuluhan kepada pelaksana kebijakan di
lapangan,  seperti  petugas kebersihan dan
masyarakat, terkait isi serta implementasi ganun.
Pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi
secara langsung melalui kegiatan kemasyarakatan,
seperti pertemuan warga, diskusi publik, dan
kegiatan komunitas. Di samping itu, pemerintah
bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti
organisasi masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat, untuk membantu penyebarluasan
informasi  serta  meningkatkan — pemahaman
masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Masriadi Mahara /
PNS Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH)

Beliau mengatakan sosialisasi Qanun Nomor 1
Tahun 2018 biasanya dilakukan melalui penyuluhan
kepada masyarakat, pertemuan warga, serta
penyampaian informasi dari pemerintah daerah
melalui media dan aparat kampung. Dari unit
pengelolaan, kami juga ikut menyampaikan aturan
pengelolaan sampah kepada masyarakat saat
kegiatan di lapangan agar masyarakat memahami
aturan yang berlaku.

Mahyudin / Petugas
operasional
persampahan

Beliau mengatakan  kami biasanya mengetahui
aturan dari arahan dinas dan atasan. Sosialisasi
kepada masyarakat dilakukan saat kegiatan di
lapangan atau melalui penyuluhan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Persampahan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat,

pertemuan warga, penyampaian informasi oleh pemerintah daerah melalui media,
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serta arahan dari dinas kepada petugas di lapangan. Sosialisasi tersebut juga
dilakukan secara langsung saat kegiatan pengelolaan sampah berlangsung agar
masyarakat dan petugas memahami aturan pengelolaan persampahan yang
berlaku.
4.2.1.2 Informasi atau intruksi yang diberikan kepada petugas dan
masyarakat terkait pengelolaan persampahan

Informasi atau instansi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait
pengelolaan persampahan merupakan bentuk arahan dari pemerintah atau
instansi yang berwenang mengenai cara pengelolaan sampah yang benar sesuai
dengan aturan yang berlaku. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui
kegiatan sosialisasi, pertemuan masyarakat, penyuluhan lingkungan, serta
koordinasi dengan aparat kampung dan petugas kebersihan.

Berikut matriks jawaban tentang ‘“Bagaimana kejelasan informasi atau
intruksi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan

persampahan”.
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No Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

1 | Al — Ihsan Salam,
S.H / Staf Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH) Kab. Aceh
Tengah

Beliau mengatakan kejelasan informasi yang
diberikan kepada petugas maupun masyarakat
terkait pengelolaan persampahan dapat dilihat dari
ketersediaan sumber informasi resmi pemerintah
daerah, seperti website. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Aceh Tengah. Melalui media tersebut
disampaikan  berbagai  informasi  mengenai
pengelolaan sampah, termasuk kebijakan, program,
serta kegiatan pengelolaan persampahan di
Kampung Blang Kolak Il dan wilayah Kabupaten
Uceh Tengah secara umum.

Penyampaian informasi ini bertujuan memberikan
pedoman yang jelas bagi petugas dalam
menjalankan tugas serta meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai tata cara pengelolaan
sampah yang baik dan sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

2 | Masriadi Mahara /
PNS Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH)

Beliau mengatakan informasi terkait pengelolaan
sampah sudah cukup jelas karena ada pedoman
dari dinas dan informasi resmi pemerintah. Petugas
mendapat arahan dari dinas, sedangkan masyarakat
diberikan penjelasan melalui sosialisasi dan
penyuluhan terkait tata cara pengelolaan sampah.

3 | Mahyudin / Petugas
operasional
persampahan

Beliau mengatakan petugas mendapat instruksi
kerja yang jelas dari atasan terkait pengangkutan
dan pengelolaan sampah. Masyarakat juga diberi
arahan tentang cara membuang sampah yang
benar:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
kejelasan informasi mengenai pengelolaan persampahan telah disampaikan oleh
pemerintah daerah melalui sumber informasi resmi serta arahan dari dinas
kepada petugas di lapangan. Petugas memperoleh pedoman kerja yang jelas
terkait pelaksanaan tugas pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat
mendapatkan penjelasan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sehingga
dapat memahami tata cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
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4.2.1.3 Koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah

Koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah merupakan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang
terkait untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara
terarah. Melalui koordinasi tersebut, instansi pemerintah saling menyampaikan
informasi, membagi peran, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di
lapangan agar pengelolaan persampahan dapat berjalan dengen efektif dan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B.erikut matriks jawaban tentang “B.agaimana koordinasi dan komunikasi antar

instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah”.

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 Al — Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan koordinasi dan komunikasi
/ Staf Dinas antarinstansi  pemerintah  dalam  pelaksanaan
Lingkungan Hidup pengelolaan sampah dilakukan melalui berbagai
(DLH) Kab. Aceh regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Tengah pemerintah daerah. Hal ini antara lain mengacu
pada Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 660
tentang peta jalan (voadmap) rencana aksi
percepatan pengelolaan sampah tahun 2025-2026,
Standar  Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun
2021, serta beberapa Peraturan Bupati yang
mengatur struktur organisasi, jenis usaha yang
wajib. memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
hidup (UKL-UPL atau SPPL), dan kebijakan
pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Selain itu, koordinasi juga diperkuat melalui surat
edaran dan kebijakan daerah terkait penanganan
darurat sampah. Dengan adanya berbagai regulasi
tersebut, komunikasi antarinstansi diharapkan
berjalan secara terarah dan terkoordinasi dalam
mendukung keberhasilan pengelolaan
persampahan.
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2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan koordinasi dilakukan melalui
PNS Dinas kebijakan dan arahan dari pemerintah daerah serta
Lingkungan Hidup dinas  terkait. Dalam pelaksanaannya, unit
(DLH) pengelolaan mengikuti SOP yang telah ditetapkan

dan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup
serta aparat kampung.

3 | Mahyudin / Petugas  Beliau mengatakan koordinasi dilakukan melalui
operasional dinas dan atasan. Kami mengikuti arahan kerja
persampahan sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam pengelolaan persampahan
dilaksanakan melalui kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah serta arahan dari dinas terkait. Pelaksanaan di lapangan dilakukan dengan
mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta melalui
koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), unit pengelolaan, dan aparat
kampung agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan secara terarah dan
terkoordinasi.
4.2.1.4 Kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kebijakan dan

bagaimana upaya mengatasinya

Kendala dalam penyampaian informasi kebijakan biasanya disebabkan oleh
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan, rendahnya partisipasi
dalam kegiatan sosialisasi, serta terbatasnya media penyampaian informasi.
Untuk mengatasinya, pemerintah dan instansi terkait melakukan sosialisasi secara
berkelanjutan, meningkatkan koordinasi dengan aparat kampung dan tokoh
masyarakat, serta menyampaikan informasi melalui pertemuan masyarakat atas

penyuluhan agar kebijakan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.
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Berikut matriks jawaban tentang “Apa kendala yang dihadapi dalam

penyampaian informasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya”.

No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

1

Al — Thsan Salam, S.H
/ Staf Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH) Kab. Aceh
Tengah

Beliau mengatakan keterbatasan sumber daya
dalam pengelolaan persampahan menimbulkan
beberapa dampak terhadap pelaksanaan kebijakan.
Dampak yang dirasakan antara lain menurunnya
kinerja pengelolaan persampahan serta belum
ptimalnya pencapaian target pemerintah daerah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
(Renja) dan  Rencana  Strategis  (Renstra)
Kabupaten Aceh Tengah.

Udapun  kendala  yang  dihadapi  meliputi
keterbatasan dalam pelaksanaan akuntabilitas
tugas dan fungsi, hambatan dalam kerja sama
dengan lembaga terkait di bidang lingkungan
hidup, serta kurang optimalnya pengembangan
kapasitas aparatur dalam pengelolaan
persampahan sesuai petunjuk teknis dan target
pembangunan daerah. Kondisi tersebut turut
mempengaruhi  pencapaian  visi  dan  misi
pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan
vang berkelanjutan.

Masriadi Mahara /
PNS Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH)

Beliau mengatakan keterbatasan anggaran dan
fasilitas berdampak pada pelayanan pengelolaan
sampah  yang belum maksimal. Selain itu,
pencapaian target program juga menjadi kurang
optimal.

Mahyudin / Petugas
operasional
persampahan

Beliau mengatakan kendala di lapangan biasanya
karena akses jalan sulit dan jaringan komunikasi
terbatas. Kadang kondisi cuaca juga menghambat
pekerjaan. Biasanya disiasati dengan koordinasi
langsung dengan aparat kampung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa

keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun kapasitas

aparatur, menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Kondisi

tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengelolaan sampah serta

pencapaian target program pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan.
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4.2.2 Aspek Sumber Daya
Aspek sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan merupakan
ketersediaan berbagai unsur yang dibutuhkan untuk mendukung
terlaksananya kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi
sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan
dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan.
4.2.2.1 Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan
persampahan di Kampung Blang Kolak I1
Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan
persampahan di sekitar area TPS Kampung Blang Kolak II berkaitan dengan
jumlah serta kemampuan petugas yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan,
pengangkutan, dan pengawasan sampah. Ketersediaan petugas kebersihan,
apparat kampung, serta partisipasi Masyarakat sangat berrpengaruh terhadap
kelancaran pengelolaan sampah di lingkungan tersebut. Jika jumlah dan peran
sumber daya manusia mencukupi, maka pengelolaan sampah di sekitar TPS dapat

berjalan tertib. dan membantu menjaga kebersihan lingkungan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana ketersediaan sumber daya
manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di sekitar area TPS di

Kampung Blang Kolak II”.
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al—Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan ketersediaan sumber daya
/ Staf Dinas manusia  dalam  pelaksanaan  pengelolaan
Lingkungan Hidup persampahan dinilai cukup memadai. Aparatur dan
(DLH) Kab. Aceh petugas telah dibekali dengan pedoman kerja
Tengah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dari instansi terkait. Selain itu, pelaksanaan tugas
juga mengacu pada uraian Analisis Jabatan (Anjab)
dan Analisis Beban Kerja (ABK), khususnya pada
bidang pengelolaan sampah, limbah bahan
berbahaya  dan  beracun,  serta  kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur.

Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan
tugas pengelolaan persampahan dapat dilakukan
esuai dengan fungsi dan tanggung jawab. masing-
masing petugas.

2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan jumlah petugas pengelolaan
PNS Dinas ampah cukup tersedia dan bekerja sesuai tugas
Lingkungan Hidup masing-masing. Petugas sudah memiliki pedoman
(DLH) kerja berdasarkan SOP dan pembagian tugas dari

dinas.

3 | Mahyudin / Petugas  Beliau mengatakan petugas yang ada bekerja
operasional sesuai tugas masing-masing, walaupun jumlahnya
persampahan kadang terasa terbatas saat pekerjaan meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan
pada umumnya sudah cukup memadai dan petugas telah bekerja sesuai dengan
tugas serta pedoman kerja yang ditetapkan melalui SOP dan pembagian tugas
dari dinas terkait. Namun, dalam kondisi tertentu jumlah petugas masih dirasakan

terbatas ketika volume pekerjaan meningkat.
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4.2.2.2 Kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada
pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya

Kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada pengangkut,

dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sangat berpengaruh terhadap kelancaran

pengelolaan persampahan. Ketersediaan dan kondisi fasilitas yang memadai

membantu proses pengumpulan, penampungan, serta pengangkut sampah

berjalan lebih efektif sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang

bersih dan tertata.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana kondisi sarana dan prasarana
pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah

lainnya”.

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al - Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan kondisi sarana dan prasarana

/ Staf Dinas pendukung pengelolaan persampahan secara umum
Lingkungan Hidup dinilai cukup baik dan berfungsi sesuai dengan
(DLH) Kab. Aceh kebutuhan operasional. Fasilitas seperti tempat
Tengah penampungan sementara (TPS), armada

pengangkut sampah, serta sarana pendukung
lainnya digunakan secara rutin sesuai dengan
tandar operasional yang telah ditetapkan oleh
dinas terkait.

Pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut
mendukung kelancaran kegiatan pengumpulan dan
pengangkutan sampah, meskipun masih
memerlukan pemeliharaan secara berkala agar
tetap optimal.

2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan petugas berupaya menertibkan
PNS Dinas pengelolaan sampah dan memberi arahan kepada
Lingkungan Hidup masyarakat. Kesadaran masyarakat sudah cukup
(DLH) baik, tetapi masih perlu ditingkatkan.

3 | Mahyudin / Petugas  |Beliau mengatakan armada pengangkut dan
operasional fasilitas kerja tersedia dan digunakan setiap hari,
persampahan namun kadang perlu perbaikan atau perawatan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan pada umumnya telah
tersedia dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti
pengumpulan dan pengangkutan sampah. Namun, beberapa fasilitas masih

memerlukan perawatan secara berkala agar tetap berfungsi secara optimal.

4.2.2.3 Dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam
implementasi Qanun pengelolaan persampahan
Dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun
pengelolaan persampahan berperan penting dalam menunjang pelaksanaan
kegiatan pengelolaan sampah. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan
sarana dan prasarana, operasional petugas, serta kegiatan pendukung lainnya
sehingga pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih efektif dan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana dukungan anggaran dan

fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun Pengelolaan Persampahan”.

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al—Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan dukungan anggaran dari

/ Staf Dinas pemerintah  daerah tersedia terutama untuk
Lingkungan Hidup pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan
(DLH) Kab. Aceh persampahan. Namun, pelaksanaan pengelolaan
Tengah ampah secara menyeluruh masih menghadapi

keterbatasan anggaran akibat adanya kebijakan
efisiensi anggaran di Kabupaten Aceh Tengah.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap
optimalisasi program pengelolaan persampahan,
khususnya  dalam  pengembangan  fasilitas,
peningkatan layanan, dan pelaksanaan kegiatan
pendukung lainnya.
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2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan anggaran tersedia terutama
PNS Dinas untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun,
Lingkungan Hidup keterbatasan anggaran masih menjadi kendala
(DLH) dalam  pengembangan  program  pengelolaan

sampah.

3 | Mahyudin / Petugas  Beliau mengatakan fasilitas kerja tersedia, tetapi
operasional pengadaan dan perbaikan sarana masih terbatas
persampahan karena keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan pada
umumnya tersedia, terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun,
keterbatasan anggaran masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan dan
pengembangan program pengelolaan persampahan belum dapat berjalan secara

optimal.

4.2.2.4 Kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan
bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan
Kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya biasanya meliputi
kurangnya jumlah petugas, terbatasnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan
anggaran. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan
kebijakan pengelolaan persampahan, seperti proses pengumpulan, pengangkutan,

dan pengawasan sampah yang menjadi kurang optimal di lapangan.

Berikut matriks jawaban tentang “Apa kendala yang dihadapi terkait
keterbatasan sumber daya dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan

kebijakan”.
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No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

Al — Ihsan Salam, S.H
/ Staf Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH) Kab. Aceh
Tengah

Beliau mengatakan keterbatasan sumber daya
dalam pengelolaan persampahan menimbulkan
beberapa dampak terhadap pelaksanaan kebijakan.
Dampak yang dirasakan antara lain menurunnya
kinerja pengelolaan persampahan serta belum
ptimalnya pencapaian target pemerintah daerah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
(Renja) dan  Rencana  Strategis  (Renstra)
Kabupaten Aceh Tengah.

Udapun  kendala  yang  dihadapi  meliputi
keterbatasan dalam pelaksanaan akuntabilitas
tugas dan fungsi, hambatan dalam kerja sama
dengan lembaga terkait di bidang lingkungan
hidup, serta kurang optimalnya pengembangan
kapasitas aparatur dalam pengelolaan
persampahan sesuai petunjuk teknis dan target
pembangunan daerah. Kondisi tersebut turut
mempengaruhi  pencapaian  visi  dan  misi
pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan
vang berkelanjutan.

Masriadi Mahara /
PNS Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH)

Beliau mengatakan keterbatasan anggaran dan
fasilitas berdampak pada pelayanan pengelolaan
sampah  yang belum maksimal. Selain itu,
pencapaian target program juga menjadi kurang
optimal.

Mahyudin / Petugas
operasional
persampahan

Beliau mengatakan keterbatasan fasilitas dan
tenaga kerja dapat mempengaruhi kelancaran
pengangkutan sampah dan membuat pekerjaan

menjadi lebih berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun tenaga
kerja, masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan.
Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengelolaan

sampah serta pencapaian target program pemerintah daerah.
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4.2.3 Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana
Aspek disposisi atau sikap pelaksana merupakan sikap, komitmen, dan
tanggung jawab aparatur dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah
ditetapkan. Aspek ini berkaitan dengan kesediaan dan kesungguhan
pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan serta

tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

4.2.3.1 Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam
menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan

Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam menjalankan
kebijakan pengelolaan persampahan tercermin dari kesungguhan petugas dan
instansi terkait dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Hal ini meliputi pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, serta
pelayanan kebersihan lingkungan secara konsisten. Komitmen yang baik dari
aparatur pelaksana sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan
kebijakan sehingga pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih tertib. dan

efektif.

B.erikut matriks jawaban tentang “Bagaimana komitmen dan tanggung jawab

aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan”.
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al— Ihsan Salam, S.H Beliau mengatakan komitmen aparatur pelaksana
/ Staf Dinas dalam  menjalankan  kebijakan  pengelolaan
Lingkungan Hidup persampahan  diwujudkan — melalui  perjanjian
(DLH) Kab. Aceh kinerja antara aparatur dengan atasan yang
Tengah disahkan secara resmi dengan materai. Selain itu,

komitmen tersebut juga tercermin dalam pelaporan
capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja, baik
pada realisasi fisik maupun keuangan program.
Komitmen dan tanggung jawab. pelaksana juga
dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban
serta rapor tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tengah. Dalam pelaksanaannya, aparatur
menjalankan tugas sesuai dengan analisis jabatan
(Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) Tahun
2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Aceh Tengah, serta berpedoman pada Standar
Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2021 dan SOP Tahun 2025 tentang
pengelolaan persampahan.

2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan aparatur menjalankan tugas
PNS Dinas sesuai aturan dan tanggung jawab. yang diberikan.
Lingkungan Hidup Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada SOP dan
(DLH) arahan dari dinas.

3 | Mahyudin / Petugas  |Beliau mengatakan kami melaksanakan pekerjaan
operasional sesuai tugas dan tanggung jawab. yang diberikan
persampahan serta mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
aparatur pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan
pengelolaan persampahan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut tercermin dari
pelaksanaan pekerjaan yang berpedoman pada SOP, pembagian tugas, serta

mekanisme pelaporan kinerja yang telah ditentukan oleh instansi terkait.
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4.2.3.2 Sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya

pengelolaan sampah seesuai aturan

Sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya

pengelolaan sampah sesuai aturan terlihat dari kepatuhan dalam membuang

sampah pada tempat yang telah disediakan, menjaga kebersihan lingkungan, serta

mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan persampahan. Kesadaran

ini penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sampah dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana sikap dan kesadaran petugas

serta Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan”.

No Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

1 | Al — Ihsan Salam, S.H
/ Staf Dinas
Lingkungan Hidup
(DLH) Kab. Aceh
Tengah

Beliau mengatakan sebagai pelaksana kebijakan,
petugas menunjukkan sikap tanggung jawab, dengan
melakukan penertiban pengelolaan sampah serta
memberikan arahan kepada masyarakat mengenai
tata cara pengelolaan sampah sesuai ketentuan
vang berlaku. Selain itu, pemerintah juga secara
aktif melakukan sosialisasi terkait qanun retribusi
sampah dan kebijakan pengurangan penggunaan
sampah sekali pakai.

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat agar lebih tertib. dalam
membuang  sampabh, menjaga  kebersihan
lingkungan, serta mematuhi aturan pengelolaan
persampahan yang telah ditetapkan pemerintah
daerah.

2 | Masriadi Mahara /

Beliau mengatakan petugas berupaya menertibkan

PNS Dinas pengelolaan sampah dan memberi arahan kepada
Lingkungan Hidup masyarakat. Kesadaran masyarakat sudah cukup
(DLH) baik, tetapi masih perlu ditingkatkan.

3 | Mahyudin / Petugas  |Beliau mengatakan petugas berusaha menjalankan
operasional tugas dengan baik. Kesadaran masyarakat sudah
persampahan ada, namun masih ada sebagian yang belum tertib,

membuang sampabh.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam
menjalankan pengelolaan persampahan melalui upaya penertiban serta
pemberian arahan kepada masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tingkat kesadaran
masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar

pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

4.2.3.3 Respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan
yang diterapkan pemerintah

Respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang
diterapkan pemerintah dapat dilihat dari Tingkat penerimaan dan partisipasi
Masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut. Respons tersebut tercermin dari
kepatuhan dalam membuang sampah pada tempatnya, ketertiban dalam menjaga
kebersihan lingkungan, serta kesediaan mengikuti ketentuan yang telah
ditetapkan dalam pengelolaan sampah. Sikap Masyarakat ini sangat

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana respons Masyarakat terhadap

kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan pemerintah”.
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al—Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan secara umum, respons
/ Staf Dinas masyarakat  terhadap  kebijakan  pengelolaan
Lingkungan Hidup persampahan  cukup positif. Tidak ditemukan
(DLH) Kab. Aceh penolakan  yang  signifikan dari masyarakat
Tengah terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya,
masyarakat cenderung mendukung dan menyambut
baik usulan kebijakan pengelolaan sampah yang
dicanangkan oleh pemerintah daerah karena dinilai
memberikan manfaat bagi kebersihan lingkungan
dan kenyamanan masyarakat.

2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan secara umum masyarakat
PNS Dinas mendukung kebijakan pengelolaan sampah karena
Lingkungan Hidup dianggap  membantu  menjaga  kebersihan
(DLH) lingkungan.

3 | Mahyudin / Petugas  Beliau mengatakan sebagian besar masyarakat
operasional menerima  kebijakan  pengelolaan  sampabh,
persampahan walaupun masih perlu peningkatan kesadaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
masyarakat pada umumnya memberikan respons yang positif terhadap kebijakan
pengelolaan persampahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dukungan
tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat
karena dinilai bermanfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan, meskipun

kesadaran sebagian masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

4.2.3.4 Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah

Upaya pemerintah dalam meingkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat

dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan,

serta kerja sama dengan aparat kampung dan tokoh Masyarakat. Melalui kegiatan

tersebut, pemerintah memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai
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pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah sesuai

dengan aturan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana Upaya pemerintah dalam

meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah”.

No | Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al— Ihsan Salam, Beliau  mengatakan upaya  pemerintah  dalam
S.H / Staf Dinas meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
Lingkungan Hidup  dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program

(DLH) Kab. Aceh
Tengah

daerah, salah satunya melalui Keputusan Bupati Aceh
Tengah Nomor 0660 tentang peta jalan (roadmap)
rencana aksi percepatan penuntasan pengelolaan
sampah di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah melaksanakan
program sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta
mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan
pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga
memperkuat koordinasi dengan aparat kampung dan
instansi  terkait guna  meningkatkan  partisipasi
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan
mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan.

2 | Masriadi Mahara /

Beliau mengatakan pemerintah melakukan sosialisasi

PNS Dinas dan edukasi kepada masyarakat serta melibatkan
Lingkungan Hidup  laparat kampung untuk meningkatkan kesadaran
(DLH) masyarakat.

3 | Mahyudin / Petugas |Beliau mengatakan pemerintah melakukan sosialisasi
operasional dan memberikan arahan kepada masyarakat agar lebih
persampahan peduli terhadap kebersihan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kebijakan dan program yang
disertai kegiatan sosialisasi, edukasi, serta koordinasi dengan aparat kampung dan

instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah
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dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengelolaan

sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

4.2.4 Aspek Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan
susunan organisasi, pembagian tugas, serta prosedur kerja yang mengatur
pelaksanaan kebijakan oleh instansi pemerintah. Struktur birokrasi yang jelas
akan menunjukkan siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana pembagian
tanggung jawab dilakukan, serta bagaimana alur pelaksanaan kebijakan

dijalankan.

4.2.4.1 Struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam
pelaksanaan pengelolaan persampahan

Struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan
pengelolaan persampahan menunjukkan adanya pengaturan peran dan tanggung
jawab masing-masing lembaga pemerintah yang terlibat. Setiap instansi memiliki
tugas yang berbeda seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga
pelayanan kebersihan. Pembagian tugas yang jelas membantu pelaksanaan
pengelolaan sampah berjalan lebih terkoordinasi dan sesuai dengan fungsi

masing-masing instansi.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana struktur organisasi dan

pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan”.
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al—Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan struktur organisasi dalam
/ Staf Dinas pelaksanaan  pengelolaan  persampahan  di
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah telah berjalan sesuai
(DLH) Kab. Aceh dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Tengah Pembagian tugas tersebut mengacu pada ketentuan

vang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah
melalui Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah
Nomor 34 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
Melalui struktur organisasi tersebut, setiap unit
kerja memiliki tanggung jawab. yang jelas dalam
pengelolaan persampahan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,
sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan
secara terarah dan terkoordinasi.

2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan pembagian tugas antarinstansi
PNS Dinas udah jelas sesuai struktur organisasi dan kebijakan
Lingkungan Hidup pemerintah daerah.

(DLH)

3 | Mahyudin / Petugas  |Beliau mengatakan petugas bekerja sesuai
operasional pembagian tugas dari dinas dan mengikuti arahan
persampahan atasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pengelolaan persampahan telah didukung oleh struktur organisasi
yang jelas sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi maupun
petugas dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kejelasan struktur
tersebut membantu pelaksanaan  kebijakan

pengelolaan  persampahan

berlangsung secara lebih terarah dan terkoordinasi.
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4.2.4.2 Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan pengelolaan sampah dan penerapannya

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan
pengelolaan sampah yang menjadi pedoman bagi petugas dalam menjalankan
tugasnya. SOP tersebut mengatur tata cara pengumpulan, penanganan, hingga
pengangkutan sampah agar kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan secara
teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan SOP membantu
memastikan setiap kegiatan pengelolaan sampah berjalan lebih tertib, terarah,

dan mudah diawasi.

Berikut matriks jawaban tentang “Apakah terdapat Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan bagaimana

penerapannya’.
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al—Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan dalam pelaksanaan
/ Staf Dinas pengelolaan persampahan telah terdapat Standar
Lingkungan Hidup Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
(DLH) Kab. Aceh pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugas.
Tengah Penerapan SOP dilakukan sesuai dengan kebijakan

dan arahan pemerintah pusat maupun daerah
terkait pengurangan volume sampah, termasuk
target pengurangan sampah sekitar 35-45% di
tingkat  kabupaten dan desa sebagaimana
dituangkan  dalam  rencana aksi  (roadmap)
pengelolaan sampabh.

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah juga
mengacu pada berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, antara lain peraturan
pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah spesifik, peraturan kementerian
terkait penanganan sampah, serta kebijakan daerah
mengenai strategi pengelolaan sampah. Dengan
adanya SOP dan regulasi tersebut, pelaksanaan
pengelolaan persampahan diharapkan berjalan
sesuai dengan prosedur dan standar yang telah
ditetapkan.

2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan pelaksanaan pengelolaan
PNS Dinas sampah dilakukan sesuai SOP yang berlaku dan
Lingkungan Hidup menjadi pedoman dalam bekerja.

(DLH)

3 | Mahyudin / Petugas  |Beliau  mengatakan  pelaksanaan  pekerjaan
operasional mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh dinas.
persampahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pengelolaan persampahan telah dilaksanakan dengan berpedoman
pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berbagai regulasi yang berlaku.
Keberadaan pedoman tersebut membantu aparatur dalam menjalankan tugas
secara terarah sehingga pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat dilakukan

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
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4.2.4.3 Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun
pengelolaan persampahan

Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun
pengelolaan persampahan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk
memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kegiatan pengelolaan sampah di
lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan
jika mengidentifikasi kendala yang terjadi agar dapat dilakukan perbaikan dalam

pelaksanaannya.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana mekanisme pengawasan dan

evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan”.

No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al - Ihsan Salam, S.H Beliau mengatakan mekanisme pengawasan dan

/ Staf Dinas evaluasi  pelaksanaan  kebijakan pengelolaan
Lingkungan Hidup persampahan dilakukan melalui sistem pencatatan
(DLH) Kab. Aceh dan pelaporan secara berkala. Pengawasan
Tengah dilakukan melalui logbook pencatatan volume.

sampah harian serta pendataan estimasi timbulan
sampah masyarakat.

Selain itu, pelaporan pengelolaan persampahan
juga dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti Sistem
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengelolaan persampahan secara

berkelanjutan.
2 | Masriadi Mahara / Beliau mengatakan pengawasan dilakukan melalui
PNS Dinas pencatatan kegiatan pengelolaan sampah dan

Lingkungan Hidup pelaporan kepada dinas terkait.
(DLH)
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3 | Mahyudin / Petugas  Beliau mengatakan kegiatan kerja diawasi oleh
operasional atasan melalui laporan dan pencatatan kegiatan.
persampahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan persampahan telah dilakukan
secara terstruktur melalui sistem pencatatan kegiatan serta pelaporan kepada
instansi terkait. Mekanisme tersebut membantu pemerintah daerah dalam
memantau pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga kegiatan dapat

dikendalikan dan dievaluasi secara berkelanjutan.

4.2.4.4 Efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan

Efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan terlihat dari sejauh mana instansi pemerintah dapat
bekerja sama, saling berkomunikasi, dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi
masing-masing. Koordinasi yang baik serta system birokrasi yang jelas
membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terarah, memudahkan
pengambilan Keputusan, serta mengurangi kendala dalam pengawasan di

lapangan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana efektivitas koordinasi dan

system birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”.
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No Nama / Jabatan Hasil Wawancara

1 | Al—Ihsan Salam, S.H |Beliau mengatakan koordinasi dan sistem birokrasi
/ Staf Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan
Lingkungan Hidup berjalan  secara  berkesinambungan  dengan
(DLH) Kab. Aceh mendukung pelaksanaan program pembangunan
Tengah daerah.  Pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan

ampah diarahkan untuk mendukung pencapaian
visi dan misi pemerintah daerah, pemerintah
provinsi, serta pemerintah pusat.

Sinergi antarinstansi dan dukungan sistem birokrasi
vang terstruktur menjadi faktor penting dalam
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
pengelolaan persampahan, sehingga program yang
dijalankan dapat terlaksana secara efektif dan
berkelanjutan.

2 | Masriadi Mahara / Beliau  mengatakan  koordinasi  antarinstansi
PNS Dinas berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan
Lingkungan Hidup pengelolaan sampah di lapangan.

(DLH)

3 | Mahyudin / Petugas  |Beliau mengatakan sistem kerja berjalan cukup
operasional baik karena adanya arahan dan pembagian tugas
persampahan vang jelas dari dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
koordinasi antarinstansi dan sistem birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan
persampahan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya
kerja sama, pembagian tugas, serta arahan yang jelas dari instansi terkait
sehingga pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat

berjalan secara

terkoordinasi dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

4.2.5 Tokoh Adat
Tokoh adat merupakan seseorang yang memiliki kedudukan, pengaruh, serta
dihormati oleh masyarakat karena pemahaman dan perannya dalam menjaga

nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Tokoh adat biasanya
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berperan sebagai panutan dalam kehidupan sosial masyarakat serta menjadi
penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan

kemasyarakatan.

4.2.5.1 Peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi
kepada Masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan
sampah serta kerja sama dengan pemerintah
Peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada
masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah terlihat dari
keterlibatannya dalam memberikan arahan, nasihat, serta contoh kepada
masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Tokoh adat juga sering bekerja
sama dengan pemerintah dan aparat kampung dalam menyampaikan himbauan
serta mendukung kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, sehingga
masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan nilai

dan aturan yang berlaku.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana peran tokoh adat dalam
menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada Masyarakat terkait kebersihan

lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerja sama dengan pemerintah”.
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No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

IDHA, S.Pd / Reje
(Aparatur Kampung
Blang Kolak II)

Beliau mengatakan peran aparatur kampung dalam
menyampaikan nilai dan edukasi kepada masyarakat
biasanya dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan,
seperti acara adat atau pertemuan masyarakat. Dalam
kegiatan  tersebut, tokoh adat menyampaikan
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, tokoh adat
bersama aparatur kampung juga memberikan contoh
kepada masyarakat, misalnya dengan ikut terlibat
dalam  kegiatan  gotong royong membersihkan
lingkungan.

Terkait dengan norma yang berlaku di masyarakat, di
Kampung Blang Kolak Il juga terdapat aturan yang
mengatur tentang kebersihan lingkungan, termasuk
aturan  mengenai larangan ~membuang sampah
sembarangan dan ketentuan pembuangan sampah di
tempat yang telah ditentukan seperti TPS. Aturan
tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah
daerah  dalam  pengelolaan  sampah.  Dalam
pelaksanaannya, petugas kebersihan dari pemerintah
daerah turut melakukan pengangkutan sampah di
lapangan, baik yang berada di jalan utama maupun di
lingkungan sekitar masyarakat.

M. Syakir / Petue
(Ahli Adat) Kampung
Blang Kolak I1

Beliau mengatakan di Kampung Blang Kolak II
terdapat tujuh dusun yang masing-masing dibina oleh
tokoh masyarakat, tokoh adat, imam, dan perangkat
kampung dalam mengarahkan masyarakat untuk
menjaga kebersihan lingkungan. Upaya pengelolaan
kebersihan lingkungan di kampung ini telah berjalan
sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu. Pada tahap
awal, setiap lorong telah disediakan tempat sampah,
dan apabila volume sampah meningkat, masyarakat
secara bersama-sama melakukan kegiatan gotong
royong untuk mengangkut sampah ke tempat
pembuangan sementara.

Sebelumnya, sistem pengelolaan sampah dilakukan
berdasarkan wilayah RT atau dusun, di mana dalam
satu dusun terdapat sekitar dua hingga tiga RT. Tokoh
masyarakat dan tokoh adat berperan aktif dalam
memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui
khutbah maupun ceramah yang disampaikan di masjid
dan meunasah.

Selain itu, terdapat petugas pengelola sampah yang
memperoleh upah meskipun relatif terbatas, namun
tetap menjalankan  tugasnya dalam membantu
pengelolaan sampah. Saat ini, masyarakat umumnya

mengumpulkan sampah di tepi jalan agar mudah
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diangkut oleh petugas kebersihan yang setiap pagi
mengambil sampah menggunakan mobil truk. Sistem
ini telah lama diterapkan di Kampung Blang Kolak 11
dengan  dukungan dari pihak kecamatan dan
kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparatur kampung memiliki peran penting
dalam menanamkan nilai, norma, serta edukasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Peran
tersebut dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan, penyampaian nasihat
keagamaan, serta pemberian contoh melalui kegiatan gotong royong, sehingga
membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.5.2 Ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan
persampahan di Masyarakat

Ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan
persampahan terlihat dari penyediaan sarana tempat penampungan sementara
(TPS), armada pengangkut sampah, serta arahan dan kebijakan yang mendorong
Masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dukungan tersebut bertujuan
untuk membantu kelancaran proses pengumpulan dan pengangkutan sampah
sehingga pengelolaan persampahan di Masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan

terarah.
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Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu

terhadap ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan

persampahan di Masyarakat”.

No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

IDHA, S.Pd / Reje.
(Aparatur Kampung
Blang Kolak II)

Beliau mengatakan  menurut  pandangan  saya,
pemerintah daerah sudah memberikan dukungan dalam
pengelolaan persampahan, terutama melalui
penyediaan fasilitas dan himbauan kepada masyarakat
agar membuang sampah pada tempat yang telah
disediakan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait
juga sering mengingatkan aparat kampung dan
masyarakat untuk lebih tertib. dalam menjaga
kebersihan lingkungan.

Selain itu, fasilitas seperti mobil truk pengangkut
ampah dan tempat penampungan sementara (TPS) juga
telah disediakan. Di wilayah Blang Kolak Il sendiri
terdapat lokasi TPS yang berada di daerah Paya Illang,
vang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah
sementara sebelum diangkut oleh petugas kebersihan.

M. Syakir / Petue.
(Ahli Adat) Kampung
Blang Kolak I1

Beliau mengatakan ketersediaan fasilitas serta
dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan
dinilai sudah cukup baik. Masyarakat pada umumnya
telah mengetahui lokasi tempat pembuangan sampah
dan prosedur pengelolaannya. Pemerintah menyediakan
layanan pengangkutan sampah yang dilakukan setiap
pagi oleh mobil pengangkut sampah di tepi jalan.

Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat
vang kurang memiliki kesadaran terhadap pengelolaan
sampah. Selain itu, masyarakat yang tidak tinggal di
pinggir jalan harus secara mandiri mengantarkan
sampah mereka ke titik pengumpulan di tepi jalan agar
dapat diangkut oleh petugas kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpu;kan bahwa

ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan

di Masyarakat pada umumnya sudah tersedia dan mendukung pelaksanaan
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pengelolaan sampah. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh
Tingkat kesadaran serta partisipasi Masyarakat dalam mematuhi ketentuan

pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

4.2.5.3 Perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan jika
dilihat dari nilai social, budaya, dan keagamaan

Perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan dapat dilihat
dari kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah
sembarangan. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh nilai social, budaya, dan
keagamaan yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian
dari tanggung jawab Bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai
tersebut mendorong Masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta

berperan dalam menjaga kebersihan dan Kesehatan lingkungan sekitar.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana perilaku Masyarakat dalam
menjaga keberhasilan lingkungan jika dilihat dari nilai social, budaya, dan

keagamaan”.
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No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

IDHA, S.Pd / Reje
(Aparatur Kampung
Blang Kolak 1)

Beliau mengatakan secara umum, masyarakat
sudah mulai memahami dampak dari membuang
sampah sembarangan terhadap kebersihan dan
kesehatan lingkungan. Kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya menjaga kebersihan juga
dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan
keagamaan yang mengajarkan bahwa kebersihan
merupakan hal yang penting dalam kehidupan
sehari-hari.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa
kendala. Misalnya, pengangkutan sampah biasanya
dilakukan di sepanjang jalan utama sehingga
masyarakat yang tinggal di dalam gang harus
membawa sampah mereka ke titik pengumpulan
vang berada di pinggir jalan. Hal ini terkadang
menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat
karena jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal
mereka.

M. Syakir / Petue.
(Ahli Adat) Kampung
Blang Kolak 11

Beliau mengatakan perilaku masyarakat Kampung
Blang Kolak 11 dalam menjaga kebersihan
lingkungan dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari
kesadaran masyarakat dalam membuang dan
menempatkan sampah pada lokasi yang telah
disediakan. Kerja sama antara masyarakat dan
pemerintah juga berjalan dengan baik sehingga
praktik pembuangan sampah sembarangan sudah
sangat berkurang.

Proses pengelolaan sampah dilakukan secara
teratur mulai dari tempat pembuangan sementara
hingga ke tempat pembuangan akhir. Dari sisi nilai
sosial, partisipasi masyarakat tergolong tinggi,
terutama  dalam  pemilahan  sampah  yang
berbahaya. Dengan adanya ketertiban dan
kesadaran  masyarakat  terhadap  kebersihan,
Kampung Blang Kolak II dapat dikategorikan
sebagai  wilayah yang cukup maju dalam

engelolaan persampahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa

perilaku Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pada umumnya sudah

cukup baik dan dipengaruhi oleh nilai social, budaya, serta keagamaan yang

mendorong kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian,
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masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait akses
dan kemudahan Masyarakat dalam membuang sampah ke titik pengumpulan

yang telah disediakan.

4.2.5.4 Hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat
dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta efektivitas peran
masing-masing pihak
Hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam
pelaksanaan pengelolaan persampahan terlihat dari kerja sama dalam
menyampaikan arahan, sosialisasi, serta mengajak Masyarakat untuk menjaga
kebersihan lingkungan. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan
menyediakan dukungan, sedangkan tokoh Masyarakat membantu menyampaikan
informasi serta mendorong partisipasi Masyarakat. Kerja sama tersebut
membantu pelaksanaan pengelolaan persampahan berjalan lebih terarah dan

melibatkan Masyarakat secara langsung.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana hubungan dan koordinasi
antara pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan

persampahan, serta efektivitas peran masing-masing pihak”.
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No

Nama / Jabatan

Hasil Wawancara

IDHA, S.Pd / Reje
(Aparatur Kampung
Blang Kolak 1)

Beliau mengatakan hubungan dan koordinasi
antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dalam
pengelolaan persampahan pada dasarnya berjalan
dengan baik. Hal ini karena kebersihan lingkungan
menjadi salah satu program yang diperhatikan oleh
pemerintah daerah. Bahkan ke depan, kebersihan
lingkungan direncanakan menjadi salah satu bagian
penting dalam mendukung sektor pariwisata di
Aceh Tengah.

Pemerintah daerah juga telah mendorong setiap
kampung untuk menjaga kebersihan lingkungan
melalui kebijakan dan peraturan yang berkaitan
dengan pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah
juga menganjurkan agar dana desa dapat
digunakan untuk mendukung kegiatan kebersihan
lingkungan, seperti kegiatan gotong royong.

Dalam  pelaksanaannya, pengelolaan sampah
merupakan kerja sama antara pemerintah daerah,
aparatur  kampung, tokoh  masyarakat, dan
masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga diingatkan
untuk membuang sampah pada tempat yang telah
ditentukan, seperti di pinggir jalan atau di TPS.
Apabila terjadi masalah terkait sampah yang dapat
menimbulkan pencemaran lingkungan, masyarakat
biasanya melaporkan kepada pemerintah kampung,
kemudian aparat kampung akan menindaklanjuti
dengan turun langsung ke lapangan untuk
mengatasi permasalahan tersebut.

M. Syakir / Petue.
(Ahli Adat) Kampung
Blang Kolak I1

Beliau mengatakan hubungan antara masyarakat
dan pemerintah dalam pengelolaan persampahan
berjalan  secara  saling mendukung. Setiap
permasalahan yang berkaitan dengan sampah
biasanya terlebih dahulu dikoordinasikan melalui
pihak kecamatan, kemudian dilanjutkan ke dinas
kebersihan.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh
Tengah tergolong tinggi, didukung oleh peran aktif
tokoh masyarakat yang mendorong kesadaran dan
kepedulian warga terhadap pengelolaan sampah.
Dari segi efektivitas pelaksanaan, tidak terdapat
hambatan yang berarti dalam menjalankan peran
masing-masing  pihak. Bahkan, sebagian
masyarakat telah melakukan pengelolaan sampah
secara mandiri, seperti pemilahan sampah di

lingkungan rumah tangga.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
koordinasi antara pemrintah dan tokoh Masyarakat memiliki peran penting dalam
mendukung pelaksanaan pengelolaan persampahan di Masyarakat. Kerja sama
tersebut terlihat dari adanya komunikasi, pembagian peran, serta keterlibatan
Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah sehingga pelaksanaan kebijakan

dan berjalan dengan cukup efektif di lingkungan Masyarakat.

4.2.6 Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup Bersama dalam suatu
wilayah tertentu serta memiliki hubungan social, nilai, norma, dan aturan yang
disepakati Bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengelolaan lingkungan,
khususnya pengelolaan persampahan, Masyarakat memiliki peran yang sangat
penting karena Sebagian besar sumber sampah berasal dari aktivitas rumah

tangga dan kegiatan Masyarakat sehari-hari.

4.2.6.1 Aturan pengelolaan sampah dan sosialisasi atau informasi dari
pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan Kkepada
masyarakat
Aturan mengenai pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah
bertujuan untuk mengatur cara masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
serta mengelola sampah dengan baik. Agar aturan tersebut dapat dipahami dan
dijalankan oleh masyarakat, pemerintah biasanya menyampaikan informasi
melalui kegiatan sosialisasi, himbauan, maupun penyampaian informasi melalui
aparatur kampung dan tokoh masyarakat. Melalui penyampaian informasi

tersebut, masyarakat diharapkan mengetahui kewajiban serta aturan yang berlaku
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dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempat yang telah

disediakan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya sosialisasi dari

pemerintah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan yang ada dan

turut berperan dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu

terhadap aturan pengelolaan sampah dan bagaimana sosialisasi informasi dari

pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan kepada Masyarakat”.

No | Nama / Pekerjaan

Hasil Wawancara

1 | Ferry Siswanto /
Petani

Beliau mengatakan saya mengetahui bahwa

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki

aturan resmi tentang pengelolaan sampah melalui

Qanun Nomor 1 Tahun 2018. menjaga kebersihan,

membuang  sampah pada tempatnya, serta

mendukung upaya pengurangan dan pemilahan

sampah.

Namun, dari sisi sosialisasi, informasi terkait aturan

ini belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh

oleh masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan

melalui:

- Himbauan dari aparat kampung/desa

- Spanduk atau baliho kebersihan

- Kegiatan gotong royong

- Penyampaian saat musyawarah kampung

Meski demikian, belum semua warga memahami

detail aturan, termasuk sanksi atau kewajiban
emilahan sampah dari rumah.

2 | Heri Firdian /
Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Beliau mengatakan saya mengetahui bahwa
pemerintah daerah memiliki aturan mengenai
pengelolaan sampah. Informasi tersebut biasanya
diperoleh dari aparatur kampung atau melalui
kegiatan masyarakat. Namun menurut saya,
ebagian warga hanya memahami aturan tersebut
secara umum, Yyaitu terkait anjuran menjaga
kebersihan lingkungan. Penjelasan mengenai isi
aturan secara lebih rinci belum banyak diketahui
karena sosialisasi yang diterima masyarakat masih

terbatas.
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3 | Lina Fitriani / Ibu Beliau mengatakan pemahaman terhadap Qanun
Rumah Tangga dan Sosialisasi masyarakat di wilayah Blang Kolak
(IRT) Il pada umumnya sudah mengetahui Qanun
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018.
Namun, pemahaman masyarakat masih sebatas
pada kewajiban menjaga kebersihan dan larangan
membuang  sampah  sembarangan.  Sebagian
masyarakat belum memahami isi aturan secara
lebih rinci karena sosialisasi yang dilakukan masih
terbatas dan belum dilakukan secara
berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan fasilitas persampahan di lingkungan tersebut belum sepenuhnya
mendukung pelaksanaan aturan pengelolaan sampah secara optimal. Hal ini
menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pada aspek penyediaan dan
pengelolaan fasilitas agar system pengelolaan sampah dapat berjalan lebih tertib

dan efektif di Masyarakat.

4.2.6.2 Kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini (tempat
pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah fasilitas
tersebut mendukung Masyarakat dalam menjalankan aturan
Kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini pada dasarnya sudah
tersedia, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan layanan pengangkutan
sampah oleh petugas kebersihan. Namun, pada beberapa kondisi masih terlihat
penumpukan sampah di TPS, bahkan terkadang volumenya melebihi kapasitas
tong sehingga sebagian sampah keluar dari tempat penampungan. Hal ini
menunjukkan bahwa fasilitas yang ada sudah membantu masyarakat, tetapi masih

perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik.
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Berikut matriks jawaban tentang “B.agaimana kondisi fasilitas pengelolaaan

sampah di lingkungan ini (tempat pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan

apakabh fasilitas tersebut mendukung Masyarakat dalam menjalankan aturan™.

No | Nama / Pekerjaan

Hasil Wawancara

1 | Ferry Siswanto /
Petani

Beliau mengatakan tempat pembuangan sementara
(TPS) tersedia, namun jumlahnya terbatas.
Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas,
tetapi belum selalu konsisten dari segi jadwal.
Beberapa titik masih ditemukan penumpukan
sampah karena keterlambatan pengangkutan.
Belum tersedia sistem pemilahan sampah organik
dan anorganik secara terstruktur. Fasilitas yang ada
cukup membantu, tetapi belum sepenuhnya
mendukung masyarakat untuk menjalankan aturan
secara maksimal, terutama dalam hal pemilahan
dan pengurangan sampah dari sumbernya.

2 | Heri Firdian /
Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Beliau mengatakan fasilitas pengelolaan sampah
seperti tempat pembuangan sementara dan layanan
pengangkutan sampah sudah tersedia. Namun,
beberapa warga menyampaikan bahwa fasilitas
tersebut belum merata di semua lingkungan. Ada
masyarakat yang harus membawa sampah ke titik
tertentu agar dapat diangkut oleh petugas, sehingga
terkadang terjadi penumpukan sampah di beberapa
lokasi.

3 | Lina Fitriani / Ibu
Rumah Tangga
(IRT)

Beliau  mengatakan  saya  menilai  bahwa
pengelolaan sampah masih menghadapi kendala
pada ketersediaan fasilitas, terutama Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) yang belum merata.
Kondisi  tersebut  terkadang  menyebabkan
munculnya tempat pembuangan sampah di lokasi
vang tidak semestinya. Selain itu, pengelolaan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga perlu
diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak
lingkungan  seperti bau tidak sedap dan

encemaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan fasilitas persampahan di lingkungan tersebut belum sepenuhnya




69

berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia sarana dasar untuk pembuangan
dan pengangkutan sampah, keterbatasan jumlah fasilitas, pemerataan layanan,
serta belum adanya sistem pengelolaan yang lebih teratur menyebabkan
pemanfaatannya belum mampu mendukung pengelolaan sampah secara

maksimal di masyarakat.

4.2.6.3 Kesadaran perilaku Masyarakat dalam membuang dan mengelola
sampah sesuai aturan, serta factor apa yang mempengaruhi
kepatuhan atau ketidakpatuhan Masyarakat
Kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sudah
cukup baik, terlihat dari kebiasaan sebagian warga yang membuang sampah pada
tempat yang disediakan. Namun, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya
patuh terhadap aturan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti
kebiasaan masyarakat, ketersediaan fasilitas, serta tingkat pengawasan dan

himbauan dari pihak pemerintah atau aparatur kampung.

Berikut matriks jawaban tentang “bagaimana kesadaran perilaku Masyarakat
dalam membuang dan mengelola sampah sesuai aturan, serta factor apa yang

mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan Masyarakat”.
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No | Nama / Pekerjaan

Hasil Wawancara

L | Ferry Siswanto /
Petani

Beliau mengatakan secara umum, kesadaran
masyarakat sudah mulai meningkat, namun belum
merata. Masih ditemukan:

- Warga yang membuang sampah di luar TPS.

- Pembakaran sampah secara mandiri.

- Kurangnya pemisahan sampah rumah tangga.
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat
antara lain:

- Kurangnya pemahaman detail aturan.

- Keterbatasan fasilitas (TPS dan jadwal angkut).

- Kebiasaan lama yang sulit diubah.

- Minimnya pengawasan dan penegakan sanksi.
Namun di sisi lain, kegiatan gotong royong rutin
menunjukkan — adanya  kepedulian — masyarakat
terhadap kebersihan lingkungan.

2 | Heri Firdian /
Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Beliau mengatakan sebagian masyarakat sudah
memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan
lingkungan, misalnya dengan membuang sampah
pada tempat yang disediakan dan ikut dalam
kegiatan gotong royong. Namun, masih terdapat
warga yang membuang atau membakar sampah
karena keterbatasan fasilitas serta kebiasaan yang
udah lama dilakukan.

3 | Lina Fitriani / Ibu
Rumah Tangga
(IRT)

Beliau mengatakan secara umum masyarakat telah
memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan
lingkungan. Namun, perubahan perilaku dalam
pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal
karena belum banyak program yang memberikan
manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti bank
sampah atau kegiatan daur ulang. Akibatnya,
pengelolaan sampah masih dianggap sebagai
kewajiban bersama, bukan sebagai peluang yang
dapat memberikan nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa

tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sudah mulai

terbentuk, namun penerapannya dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya

konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam mengelola

sampah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan yang telah
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berlangsung lama, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pembinaan dan
pengawasan yang berkelanjutan.
4.2.6.4 Kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah,
termasuk pelayanan, pengawasan, dan penanganan masalah di
lingkungan masyarakat
Kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat
sudah terlihat melalui penyediaan petugas kebersihan dan layanan pengangkutan
sampah. Petugas bertugas mengangkut sampah dari titik pengumpulan menuju
tempat pembuangan yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga
melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan.
Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan, terutama dalam
hal pengawasan dan penanganan masalah sampah di beberapa lokasi agar
pelayanan dapat berjalan lebih optimal.
B.erikut matriks jawaban tentang “B.agaimana tanggapan B.apak/Ibu terhadap
kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah, termasuk pelayanan,

pengawasan, dan penanganan masalah di lingkungan masyarakat”.
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No | Nama / Pekerjaan

Hasil Wawancara

L | Ferry Siswanto /
Petani

Beliau mengatakan pemerintah daerah dan petugas
kebersihan sudah berupaya menjalankan tugas
pengelolaan  sampah,  terutama  dalam  hal
pengangkutan dan pembersihan area publik.

Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu
ditingkatkan:

- Konsistensi jadwal pengangkutan sampah.

- Penambahan jumlah TPS.

- Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada
masyarakat.

- Pengawasan dan penegakan aturan agar lebih
tegas.

Secara umum, kinerja sudah berjalan, tetapi
efektivitasnya masih perlu diperkuat agar dampak
terhadap lingkungan, kenyamanan, dan kesehatan
masyarakat dapat lebih optimal.

2 | Heri Firdian /
Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Beliau mengatakan menurut saya pemerintah
daerah telah berupaya menangani pengelolaan
sampah melalui penyediaan petugas kebersihan
dan kendaraan pengangkut sampah. Meskipun
demikian, informan menilai bahwa pelayanan
tersebut masih perlu ditingkatkan karena jumlah
petugas dan fasilitas yang tersedia belum
epenuhnya mampu menangani volume sampah
vang ada.

3 | Lina Fitriani / Ibu
Rumah Tangga
(IRT)

Beliau mengatakan masyarakat menilai bahwa
pemerintah telah berupaya menyediakan layanan
kebersihan dan pengangkutan sampah. Namun,
pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama
dalam hal jumlah tenaga kebersihan, pengawasan,
erta konsistensi pelayanan. Keterbatasan tenaga
di lapangan sering menyebabkan keterlambatan
pengangkutan dan  penumpukan  sampah  di
beberapa lokasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa

pemerintah dan petugas kebersihan telah menjalankan peran dalam pengelolaan

sampah di lingkungan masyarakat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya

optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam

aspek pelayanan, pengawasan, serta ketersediaan tenaga dan fasilitas agar
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pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Aspek Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telah
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta aparatur kampung melalui
berbagai bentuk sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dan masyarakat, penyuluhan, serta
pemanfaatan media massa dan media sosial untuk menyampaikan informasi
terkait pengelolaan sampah.

Selain itu, komunikasi juga berlangsung secara informal melalui interaksi
langsung antara petugas kebersihan dengan masyarakat di lapangan. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyampaikan informasi
kebijakan secara menyeluruh.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman
masyarakat terhadap isi Qanun masih belum merata. Masih terdapat masyarakat
yang belum memahami secara jelas kewajiban dalam pengelolaan sampabh,
seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum
sepenuhnya efektif, sehingga masih diperlukan peningkatan dalam interaksi dan
metode sosialisasi agar informasi dapat diterima dan dipahami oleh seluruh

lapisan masyarakat.
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4.3.2 Aspek Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan telah
tersedia dalam bentuk tenaga kerja, fasilitas, serta anggaran. Fasilitas yang
tersedia meliputi mobil pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara
(TPS), serta adanya petugas kebersihan yang bertugas melakukan pengangkutan
sampah secara rutin.

Namun, ketersediaan sumber daya tersebut masih terbatas,. Informan
menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja menjadi
kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Selain itu, terdapat kendala di lapangan seperti sulitnya akses jalan dan
terbatasnya jangkauan pelayanan, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau
oleh petugas kebersihan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengangkutan dan
penumpukan sampah di beberapa lokasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya belum
sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal, sehingga
diperlukan penambahan fasilitas, tenaga kerja, serta peningkatan anggaran untuk
menunjang pelaksanaan kebijakan.

4.3.3 Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan adanya kesungguhan
dalam menjalankan tugas. Petugas kebersihan dan aparatur kampung telah
melaksanakan tugasnya secara rutin sesuai dengan arahan yang diberikan oleh
instansi terkait, termasuk dalam kegiatan pengangkutan sampah dan menjaga

kebersihan lingkungan.
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Selain itu, pelaksana kebijakan juga berperan dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

Namun demikian, dari sisi masyarakat masih terdapat sikap yang kurang
mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku
membuang sampah sembarangan serta rendahnya kesadaran dalam menjaga
kebersihan lingkungan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak
hanya ditentukan oleh komitmen pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh
partisipasu dan kesadaran masyarakat.

4.3.4 Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan
melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Lingkungan Hidup, aparatur kampung,
serta masyarakat. pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan peran masing-
masing, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan
pengawasan, sedengkan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan
lingkungan.

Koordinasi antar pihak juga telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan,
baik melalui kegiatan formal maupun interaksi langsung di lapangan. Namun
demikian, koordinasi dan pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal,
sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam konsistensi pelaksanaan dan
pengawasan di lapangan, yang menyebabkan kebijakan belum berjalan secara

optimal.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat terutama
dalam hal koordinasi, pengawasan, dan konsistensi pelaksanaan agar tujuan

kebijakan dapat tercapai secara maksimal.



BAB YV
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi
Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan di Kampung
Blang Kolak IT Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sudah berjalan

namun belum efektif karena :

1. Aspek Komunikasi
Komunikasi dalam implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui
kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh
Dinas Lingkungan Hidup serta aparatur kampung kepada masyarakat.
Informasi mengenai pengelolaan sampah telah disampaikan melalui
berbagai media dan interaksi di lapangan, namun pemahaman masyarakat
masih belum merata. Dikarenakan proses sosialisasi belum sepenuhnya
efektif sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami dan
menerapkan aturan yang berlaku.

2. Aspek Sumber Daya
Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan telah tersedia dalam bentuk
fasilitas seperti mobil pengangkut sampah, tempat penampungan
sementara (TPS), serta adanya petugas kebersihan. Namun, ketersediaan
sumber daya tersebut masih terbatas, baik dari segi jumlah tenaga

maupun jangkauan pelayanan, sehingga belum mampu menangani volume
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sampah secara optimal dan masih menyebabkan keterlambatan
pengangkutan serta penumpukan sampah di beberapa lokasi.

3. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)
Sikap dan komitmen pelaksana serta masyarakat menunjukkan adanya
upaya dari pemerintah dan petugas kebersihan dalam menjalankan
tugasnya secara rutin. Namun, dari sisi masyarakat masih terdapat perilaku
yang kurang peduli terhadap pengelolaan sampah, seperti membuang
sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran dalam menjaga
kebersihan lingkungan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat
dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Aspek Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan
kebijakan telah berjalan dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup,
aparatur kampung, serta masyarakat. Meskipun demikian, koordinasi dan
pengawasan dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, sehingga
mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di lapangan.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi
Pada aspek komunikasi kebijakan, disarankan agar pemerintah daerah
meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat

dengan menggunakan berbagai media yang mudah dipahami, serta
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melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar informasi dapat
diterima secara merata dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

. Aspek Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, pemerintah diharapkan dapat menambah jumlah
petugas kebersihan serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan
sampah, seperti armada pengangkut dan fasilitas TPS, agar pelayanan
pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh
wilayah.

. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pada aspek sikap dan partisipasi masyarakat, diperlukan upaya
peningkatan kesadaran melalui edukasi yang berkelanjutan serta
pendekatan sosial dan keagamaan, sehingga masyarakat dapat berperan
aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pelaksanaan
kebijakan.

. Aspek Struktur Birokrasi

Pada aspek struktur birokrasi, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi
antar instansi terkait serta memperkuat sistem pengawasan dalam
pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi pengelolaan sampah dapat

berjalan secara lebih efektif dan konsisten.
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LAMPIRAN

Dokumentasi foto dengan Bapak Al — Thsan Salam, S.H / Selaku perwakilan Dinas
Lingkungan Hidup dan Bapak Masriadi Mahara selaku Pengelola unit

persampahan di wilayah Paya Ilang.

fg

Gambar 1. Gambar 2.
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Dokumentasi foto dengan Bapak Mahyudin selaku Petugas Operasional
Persampahan

Gambar 3.
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Dokumentasi foto dengan Bapak IDHA, S.Pd selaku Reje (Aparatur Kampung
Blang Kolak IT dan Bapak M. Syakir selaku Petue (Ahli Adat) Kampung Blang

Kolak II.

Gambar 4. Gambar 5.
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Dokumentasi foto dengan Bapak Ferry Siswanto dan Bapak Heri Firdian

selaku masyarakat.

, Penqgal

Menyediakan Pelaminan : [}
Adat Gayo, Adat Aceh, Adat Jepara
Box Baby, Papan Bunga, Teralak
Photografer & —V‘“.I““:r‘ /idio

jarso Blang Kolak Il. HP. 0852 0602 3108 Ta

Photog

Gambar 6. Gambar 7.



Dokumentasi foto dengan Ibu Lina Fitriani selaku masyarakat

Gambar 8.

87
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Sk-1
PERMOIHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Kepada Yth. Medan, .. 0™ o025
Bapak/Ibu . .
Ketua Program Studi M, Admimstros fubik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu’alailoum wr. wh.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangsa di bawah ini Mahasiswa Falkultas Hlmu Sosial dan
IImu Politk UMSU :

Nama Lengkap : FAHRANL wuwomnl RANGEVTY

NPM 220210000/ N
Program Studi ~ : Ww_ Admwutasi Pbwe
Tabungan sks . : 125 sks, IP Kumulatif . 2: 76

2 b "‘ _ . e T e 5 ST R v, LA f e i . ot ‘_ ;

IMPLEMENTAN  GANUN NoMop | T, 2016 TENANG  PENGELOLAPN | 9/  a04e 4»)|L,.,
PERGAMPANAN DU EAMPMING LEMAW ByeBANA FEAMATAN  tEBESEN Ao ) {
! EABUPATEN AW TENGAW |

5 (EFEFINITAL PELAL(ANAAN  6ANUN  FAWUPATEN ACEH TENGAH Notog

[0 TAWUN 200z TERHADAP PENGUATAN TERAN MAtymepkAT  DAalAM |

FEWUPAN  ADAT DAN WupoM ADAT

INPLEMENTAN GANUN KABUIMEN ACEW TENGAH NOMOR 3 TAMUN }

! 200 TENTANGL PAJAE  DAppay VAN PENERAPANNYA DI tAFE | '

| GEGARANG  REYTO -'
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;

2. Daftar Kemajvan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

(V%]

Demildanlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan
tenima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Stodi: Pemohon,
Diteruskan kepada Dekan untuk =~
Penctapan Judul dan Pembimting,

Medan, tgl. Y7 oetoeer  — 502%

(TARRANL WWOAN RANGEUT)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi: W Admnuwran _ Pupit

Wi

(WINDA 5: MEUALA, S.So3y NS )
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Unggu | Cerdas | TePercara

Bila menjawab surat ini agar di:
nomor dan tanggainya

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1935/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mubammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan Surat Kepumusan Dekan Fakultas Timn Sosial dan. Tlm Politk. Nomor
1964/SK/I1.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M
Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi
Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Oktober 2025, dengan imi
menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal iimiah)

untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : FAHRANI WILDANI RANGKUTI

NPM : 2203100007

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester . VI (Tajeh) Tahan Akademik 202572026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018

(Skripsi dan Jurnal llmiah) TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KAMPUNG BLANG KOLAK 1II KECAMATAN
BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

Pembimbing : WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah),

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan
tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal
Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal IImiah) sesuai
dengan nomor yang terdaftar di Program Studi [lmu Administrasi Publik: 002.22.310 tahun
2025.

3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal 1imiah)
dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.

Masa Kadaiuarsa tanggai: 17 Aprii Z0Z6.
Ditetapkan di Medan,
06 Djumadil Awal 1447 H

> @ o._@-- 2025 M
)
M el

Tembusan -

1. Keta Program Studi llmu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan;

2. Pembimbing ybs. di Medan;

3. Pertinggal

Agcnsl Kelayakan Malaysla
Malaywian CualiNcations Agendy
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Unggul | Cardas | Terpercay,

Bila menjawab surat Inl agar dicabulk
nomor dan anggaliya i

' | S . Sk3

lPI‘RMOHO‘\l AN :
<‘].“.l\fﬂI‘IAJc'l PROPGSAL TUGAS AKHIR MAH.ASISWA _ .
(“sKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH) -
Kepada Yih. RPN Medan, 29, DeRgr.. 20.2€
Bapak Dekan FISIP UMSU - ' :
Medan.

A.ssalanu aluncum Wr. wb

- Dengan hormat, saya yang, bertanda t,mgan di bawah ini mahasxswa Falcultas Jimu Sosial dan

Timu Politik UMSU!

| Namalengkap F““‘“““”“d““‘h“‘!t“"‘" ..................
NPM g g 22°3l°°°°?
Program Studi + \wny.| Admaesi w

mengajukzm perinohonan mcnglk\m bemmar Eroposal Tugam A_k]ur Mahmsnswa (Slmpm Dan
Jurnal i llmizh) yang ditetaplan | dengan Surat Petetapan Judu! dan Pembimbing Tugas Akhir
Mahasiswa bknpsx Dan . X lmal Ilmtah) Nomor 1935 /SK/I1.3-AU/UMSU-03/F/20.25...
tauggal N1, ey 208 ' dcng'anjudu] sebagai berikut : :

3

““\!LEME.NTM\ BANUN. Norqot. e o me 208 Temmm veuw_?\e\.am PERSAMIANAN
| b VAVRUNG LEMAW Bwamn &Emum'm geeeseu \cmvmﬂ AEn TeNew

pePpom sas soe Hos eve sen

Bersama pem:lohonan ini saya }amplrkan _
' 1. Surat Permohonan l’er"e:tujuau 1udul 'I‘Ufras &.,khlr Mahasmwa (Skrrpm Dan Jurnal Ilmiah)
- ; SK 1) ..
(Sura:t Penetapan Judul d.a.n Pi..mb unbmg Iugas Akhn' Mahasrswa (Sknpm Dan Jurnal Ilmiah)
(SK-2), '
. DRAM/' ['ranslmp Nilai bcmcmam yang tx'lah dJsahkam,
Kartu Hesil Studi Semester 1 s/d terakhi; ¥ )
Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap bcijalan, _
Tanda Bukti Lmas Biaya Seniinar Proposa! Tugas Akhu Mahasxswa,
Kartu Kuning Pcum;au Seminar Proposal;
Semuia berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasnkan ke dalam MAP berwama BIRU;
. Propsosal Tugas Akhir Malas] iswa yang tolah disalkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).
Demikianlah permohonan saya Lmtuk pengurnsan sclanjutnya. Atas pcrhat-an Bacpak saya
ucapkan erima kasfn Wasm!am .

“

e 00 N D E?":"".P’.

;  Menvetuji Pemohon,
. \:F-mimbmg y |
"~ *A“’ '
(ANAfEA _.._un_uﬁ M. 5805 M50 (WA, smum.a S. svs,N\S?) (Hmm widani eung\wh sis )

NIDN: £ 3 _ NIDN:

=]




*dSW “HITVS NidIdy 1 *Joid o088y

140! (

‘enjey " omesfinenn ik
ool W
 yojo uexdEleNd
I 9207 10e\ 91 _ }
H vyl ERerS 9T ‘uepai “Buepic SINON
(N YLOX i HYAY A ONVNY Y1Y1 YNVYONS ONVIN3L coaq Vd'W dSW ‘808’3 UVIYH . . .
ﬁ i o= B . A _-)

7202 NNHYL 1 HOWON Hv¥3va NvNNLva3d | v INTNTTdNI HA 905’8 NIGUNYAVAD 505'S "1V HIAIVHN LIS (] Joid "008sY £9000}607C | JVHVRIVH MY HVZSINH | 0%
YOI VL0 TVISOS SYNIQ 1 TVIS0S NYONNANITAd IS "808'S vd'iN W . S - _
HYNN WYHO0Yd NYYNIBWSd NVAY (3d SYLIAILYISE WZIYWNY 1030 1a “508'S 1TV MIGIVHY]  “HS "ATI3NILYYW VAl 6600012002 _._ dOYOLYOOL VEINNY INSCT} 62

NYQ3IW V10X 1G ONILNNLS NYHYOION3d ISNIOHIAON ONVINIL Yd' VN "$98°S AN
0202 NNHYL 81 MOWON YLON VA NVHNLviSd ISV LNAWIT13dNI “s0g°'S TIY MIAIVHI| ANZIY U7 IVN HYD VY] “HS ATINILEWA val §20001£02 VUGVSTYS VEIVEDA | B
LYYONYT NILYANAYH 10 HYdWYS NYINEWLL NySYLvan3d dS'N "s0S'S v “sog's] 1S s08°'S "HYASYVHZI 610001£072 RIVONYINMY
ONYLNIL 6402 NAHYL 6 ‘ON HYdIva NVENLv¥3d ISYLNINT TN | VHIQHYHYIN VONYNYIANZIY ¥V IVN HYD3I4vY OHAIY NVH3r 40 VYNILYO 1M1 YONYHS!Y
I xﬁ.%_o%_wmmm_“hﬂu“ ﬂ% uuu,wwm@wmh_ﬁ«ﬁ%mxozﬁ s e VN 36, Ll L00001E0ZZ |LNNONVY ivam vyl o
~ E £ ‘ - t ¢ 4 1%
A LNAL 8107 NHYL | NOWON NNV ISYINAZi3 0 VIVITEW S VONIM| ANZIY YV TYN HYO3idv|  HS ATIANILYYIN VAl
I IFNONId 11 1P NON3d [IrNONId ENSRwA
nyyy sefny ueln jnpnpe yoyod emsiseyey ewen ‘ON
IPNONAd WIL JOUION
aim e 1'80 uenquisd
ZNnsSWNdisideny - Jedwey
9z0z Iudv 84 ‘Maes {eBbue] ‘ueH e sadsay §5epRD IO
yiand lsensiuwpy nwy ipnig weibod D m mz :

020Z/4/€0-NSWAV/NY € II/ANN/L68 + JOWON
HVINITTVNANE NYQ ISJINAS

e o o

HIIV SVONL NVIrN NV 199NV /NVONYANN

MILI'TOd NATI NVA TVISOS QI SY.L1mivd
VUV.LN VIALVIANS HVAIAGVINAVHNIA SV.LISHAAINI




Acc\m

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK 11
KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

1. Identitas Penelitian
a. Nama
b. Npm

2. Identitas Narasumber

Nama : |DH-E., s.Pd

a.

b
c.
d

. Alamat : t!ﬂﬂ; kélal‘f

Pekerjaan : & e/
. Jenis kelamin : /

. t/ Aparatur A’dmpunj
Lokr Lak'

3. Kategorisasi Penelitian

1. Pimpinan atau Pegawai

1.1 Aspek Komunikasi

4.

Bagaimana proses sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018

kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan?

Bagaimana kejelasan informasi atau intruksi yang diberikan
kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan
persampahan?

Bagaimana koordinasi dan komunikasi antar instansi
pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?

Apa kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi

kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.2 Aspek Sumber Daya

a. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kampung Blang
Kolak I1?

Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti
TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah

lainnya?



c. Bagaimana dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah
dalam implementasi Qanun pengelolaan persampahan?

d. Apa kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya
dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan?

1.3 Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana

a. Bagaimana komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana
dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan?

b. Bagaimana sikap dan kesadaran petugas serta masyarakat
terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan?

c. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan
persampahan yang diterapkan pemerintah?

d. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?

1.4 Aspek Struktur Birokrasi

a. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas antar
instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan?

b. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan  pengelolaan  sampah  dan  bagaimana
penerapannya?

c. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan?

d. Bagaimana efektivitas koordinasi dan sistem birokrasi dalam
mendukung keberhasilan implementasi kebij akan'?

2. Tokoh Adat / Tuketh Agagerd AParotur Kampung Bune kook L
a. Bagaimana peran tokoh adat atau tokoh agama dalam
menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada masyarakat terkait
kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerja sama
dengan pemerintah?
b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap ketersediaan fasilitas dan
dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di

masyarakat?



c. Bagaimana perilaku masyarakat dalam menjaga keberhasilan
lingkungan jika dilihat dari nilai sosial, budaya, dan keagamaan?

d. Bagaimana hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh
masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta
efektivitas peran masing-masing pihak?

3. Masyarakat

a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan pengelolaan
sampah dan bagaimana sosialisasi atau informasi dari pemerintah
mengenai aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat?

b. Bagaimana kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini
(tempat pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah
fasilitas tersebut mendukung masyarakat dalam menjalankan
aturan?

c. Bagaimana kesadaran perilaku masyarakat dalam membuang dan
mengelola sampah sesual aturan, serta faktor apa yang
mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat?

d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kinerja pemerintah atau
petugas dalam pengelolaan sampah, termasuk pelayanan,

pengawasan, dan penanganan masalah di lingkungan masyarakat?
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Unggul | Cerdas | TerPercaya
Bila menjawab sural ini agar di
nomor dan langgalnya

Nomor : 364/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Medan, 25 Sya’ban 1447 H
T.ampiran : -- 13 Februan 2026 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tengah

As
EeH

Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamir’alaikim Wr. Wh

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan schat wal’afiat serta sukses dalam
menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tengah, atas nama :

Nama mahasiswa : FAHRANI WILDANI RANGKUTI

NPM : 2203100007

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN

2018 TENTANG PENGELOLAAN
PERSAMTAHAN DI KAMPUNG BLANG
KOLAK I1 KECAMATAN BEBESEN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian
diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr wh (

Cc : File.

Agensi Kelayakan Mailaysia
Malaysian Qualifications Agency




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP \’%
723

Jalan. Commodore Yos Sudarso No.05 Kode Pos 24552 Takengon.
Telp. (0643) 21103 E-mail dinaslingkungan.at@gmail.com

Takengon, 03 Maret 2026
Nomor : 600.4.15/ I4/2 [DLH/2026

Sifat . Biasa

Lampiran @ -

Hal - Penyampaian Izin Penelitian Mahasiswa

Yth : Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara Fakultas limu
Sosial dan limu Politik

1. Sehubungan dengan Nomor 346/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 pada Tanggal 13 Februari 2026
tentang hal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa.

2 Bedasarkan hal tersebut untuk memperoleh data dan penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, dengan
nama dibawah ini:

Nama Mahasiswa . FAHRANI WILDANI RANGKUTI

NPM . 2203100007

Program Studi + |lmu Administrasi Publik

Semester : VIl (Delepan) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa  : Impelementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Sampah, di Kampung Blang Kolak II
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

3. Berdasarkan nama tersebut kami menyambut dengan baik dan kami memberikan izin untuk
melakukan tugas penelitian Mahasiswa sebagai salah satu tugas akhir Mahasiswa untuk
mendapatkan gelar Sarjana S1 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

4. Demikian surat izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kash.

XEPILA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
508

oy

PARAF HIERARKI
PIL UPT TPA Uweer Tetemi | ||
Penata Layanan Operasional 7(/ \>\g,
f
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UMSU

‘as | Terpercayy ~
Unggul | Cerc2 Dhttps:/fisip.umsu.ac.id > fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan Elumsumedan  ®umsumedan
Blia menj suratint agar di
nomor dan langgainya Sk-s

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : {@htani  Widani Rangeyti
NPM 2203100007
Program Studi  : W™V Admngteati  Pubk

: Impomentat  BAnun  Nomor 4 Tahwn 201  Tentang  Pengnolaon  enumpahan
4 Fampung B\qn9 kowur T Yetamavdn  Bupesen  Kobupawn Atk Tengah

Judul Skripsi

T

R L - A l T T T e T ,-P_I
| bin o i
\ . |30/p 2025

T s S e el

Bimbingan  Provosal

Senpsi

\0.

3/ 202F
|"/n 2028
22/“ W20
1.9,‘1 202§

" [2 2026

13
/7.7-07-6

s
/ 3 0%

10
/3 0%

7/4 2026

Retisi  gAs T

Ruwui BAg T
Revyi BAR T
At Semwmar  gropoial

Bimbingon  dragt  wowanwsa

Atc dragt Wowoncara
Bimbngan 808 v halit  wowaniam
Bimbingun  BAS V

Ace

Stdung  Mejo hijuv
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

B PERPUSTAKAAN
il Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Tndonesia No. 00059 TAP.PT/TX.2018
U M s U Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

gt carém 1O PP s NPP. 1271202D1000003 # http://perpustakaan.umsv.ac.id M perpustakaan@umsu.ac.id = perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01568/KET/I1.3-AU/UMSU-P/M/2026

E’u@@m? :
AN —

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Fahrani Wildani Rangkuti
NPM : 2203100007
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Syawal 1447 H

30 Maret 2026 M




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

c:nn.._ I Cerdas _ ._.oio..abﬁ

Nomor : 27/UND/II.3. AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi

Hari, Tanggal
Waktu

Tempat _
Pemimpin Seminar

limu Administrasi Publik

Rabu, 07 Januari 2026

13.30 WIB s.d. Selesai

AULA FISIP UMSU Lt 2

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

e _ NOMOR POKOK _ __ i L PROPOSAL SKRIP

No NAMA MAHASISWA | marasiswa ~ PENANGGAP FRENS ._cu_c_. ROPOS/ S

Dr. NALIL KHAIRIAH, S.1P. EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBINAAN PADA PROGRAM RUMAH
> [PRVANsATOGATORGP Al M.Pd, Dr. DEDI AMRIZAL, 8.8os., MSi. SINGGAH DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN

Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., _ EFEKTIVITAS PELAYANAN DIGITAL E-SAMSAT DI GERAI UPT BP2RD
7 |TILANI NAYLA FAUZANA 2203100036 ) Dr. DEDI AMRIZAL, .S0s., M.S, VARELAN MO

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGS
8 |ERINA SYAFITRI SWAST] 220310001 | FAFIEQAH NALAR RiZKY, ANANDA MAHARDIKA, §.50s., M.SP. BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN
§.S0s., M.A. '
BATU BARA
IMPELEMENTAS! PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
9 [PUTRI ANDARI 2203100008 | WINDA S MELIALA, 8.80s,, KHAIDIR ALI, §.Sos., MPA. TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA
MSP. MEDAN
IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
10 [FAHRANI WILDANI RANGKUTI 2203100007 - | DEDI AMRIZAL, § Sos, WINDA S MELIALA, $.Sos, MSP. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG LEMAH BURBANA
- KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 17 Rajab 1447 H
06 Januari 2026 M




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fahrani Wildani Rangkuti
NPM : 2203100007

Tempat /Tgl Lahir : Takengon, 20 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Blang Kolak II

Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
Email : fahraniwildani @gmail.com
No Hp/ WA : 0822-9910-3221

Nama Orang Tua

Ayah

: Parlinggoman Rangkuti

Pekerjaan : PNS

Ibu : Dewi Murni
Pekerjaan : PNS

Alamat : Blang Kolak II
No. Telepon : 0852-6130-3930
Pendidikan Formal

1. SD Negeri 5 Bebesen Tamat Tahun 2015

SMP Negeri 2 Takengon Tamat Tahun 2018
SMA Negeri 1 Takengon Tamat Tahun 2021

2.
3.
4

Kuliah pada Fakultas [Imu Sosial dan Imu Politik Program Studi llmu
Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Tahun 2022 s/d Sekarang
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